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 Faizal I. Musada, E 131 08 855 dengan skripsi berjudul “Demokratisasi 
Tunisia dan Pengaruhnya Terhadap Negara-Negara Arab” dibawah bimbingan Mappa 
Nasrun selaku Pembimbing I dan Aspiannor Masrie selaku Pembimbing II, Jurusan 
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang faktor-
faktor terjadinya demokratisasi di Tunisia serta melihat bagaimana demokratisasi 
Tunisia dapat mempengaruhi Negara-negara Arab di Timur Tengah. Penulisan skripsi 
ini menggambarkan secara umum tentang Revolusi Melati yang terjadi di Timur 
Tengah pada tahun 2010 - 2011. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
deskriptif. Sementara itu, teknik pengumpulan data dihimpun dari data sekunder. 
Data sekunder diolah dari buku, jurnal, laporan tertulis, surat kabar, artikel, internet, 
dan dokumen-dokumen lainnya yang dianalisis secara kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi Tunisia terjadi akibat 
faktor ekonomi dan politik yang terjadi di Tunisia. Perekonomian Tunisia dalam 
beberapa decade terakhir dapat dikatakan buruk. Banyaknya jumlah pengangguran 
dan tingkat hidup yang rendah menjadi salah satu indikator. Presiden Tunisia saat itu, 
Ben Ali, menjalankan roda pemerintahan dengan cara otoritarian. Ben Ali dinilai 
menjalankan praktik korupsi dan nepotisme dan mengurangi uang Negara. Sementara 
dalam hal kebebasan, Presiden Ben Ali hanya memberlakukan partai tunggal dimana 
cara tersebut digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Isu pelanggaran HAM 
juga menjadi salah satu faktor terjadinya demokratisasi Tunisia. Melihat 
demokratisasi Tunisia berhasil, mengilhami Negara-negara Arab lainnya di Timur 
Tengah untuk melakukan hal yang serupa. Dengan dilatar-belakangi alasan yang 
hampir sama dengan Tunisia, yaitu ekonomi dan politik masing-masing Negara, 
membuat Negara-negara Arab lainnya menjalankan aksi unjuk rasa untuk 
menjatuhkan pemimpin Negara mereka masing-masing.  Dengan menggunakan 
peranan media sosial dan media massa lainnya melalui internet, membuat 
demokratisasi Tunisia menjadi berita besar dan membuat Negara-negara Arab lainnya 
melakukan hal yang serupa di Negara mereka masing-masing. 
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Faizal I. Musada, E 131 08 855 with a thesis entitled "Democratization Of  
Tunisia and Its Effect On The Arab Countries" under the guidance of Mappa Nasrun 
as Supervisor I and Aspiannor Masrie as Supervisor II, Department of International 
Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, 
Makassar, South Sulawesi, Indonesia. 
This study aims are to find out more about the factors and the occurrence of 
democratization in Tunisia and also find out how a democratizationin Tunisia could 
affected the Arab states in the Middle East. Generally, this thesis describes about the 
Jasmine Revolution that is happening in the Middle East in 2010-2011. 
The method used in this research is descriptive method. Meanwhile, data 
collection techniques gathered from secondary data. Processed secondary data from 
books, journals, written reports, newspaper articles, internet, and other documents 
were analyzed qualitatively. 
The results showed that the democratization of Tunisia are caused by 
economic and political factors that been occurred in Tunisia. Tunisian economy in 
recent decades can be said to be bad. A large number of unemployed and low survival 
rate is one indicator. Tunisia's president at the time, Ben Ali, leadthe wheels of 
government with an authoritarian way. Ben Ali rated running corruption and 
nepotism and reducing the State’s finance. While in terms of humans rights, President 
Ben Ali imposed a single party only where means are used to maintain power. The 
issue of human rights violations as well could be one factor that settled 
democratization of Tunisia. See democratization of Tunisia succeed, its inspirethe 
other Arab countries in the Middle East to do the same. With their reasons similar to 
Tunisia, the economy and politics of each country, make other Arab countries run 
rallies to topple the leader of their country. By using the role of social media and 
other mass media via the internet, making democratization of Tunisia became big 
news and makethe other Arab countries to do the same in their respective countries. 
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A. Latar Belakang  
Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang menarik untuk dikaji. 
Kawasan ini merupakan sumber minyak dunia, dan juga karena kawasan ini 
merupakan kawasan yang rawan akan konflik. Perkembangan politik regional Timur 
Tengah tidak mungkin dapat dilihat terlepas dari perkembangan politik global.
1
 
Sebagaimana diketahui, Timur Tengah merupakan kawasan yang berkaitan erat 
dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mencoba mempertahankan kekuasaan dan 
hegemoninya di kawasan Timur Tengah.
2
 Terlepas dari hal tersebut, Timur Tengah 
merupakan area yang dalam konteks abad 20 ditengarai sebagai pusaran konflik 
dunia.
3
 Timur Tengah merupakan kawasan yang rawan konflik internal. Selain 
konflik antar suku dan ras, konflik yang paling terhangat saat ini adalah penggulingan 
kekuasaan (kudeta) atau bisa disebut sebagai upaya dalam pencapaian demokratisasi. 
Di akhir tahun 2010 sampai pertengahan 2011 ini, upaya demokratisasi banyak terjadi 
di Timur Tengah, khususnya di Tunisia. 
Revolusi merupakan sebuah upaya untuk mencapai sebuah perubahan total baik 
dalam bidang politik, ekonomi, maupun tatanan negara itu sendiri. Revolusi dalam 
hakekatnya, sering dikaitkan dengan suatu upaya penggulingan kekuasaan dengan 
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berlandaskan asas kesamaan nasib antar bangsa suatu negara itu sendiri. Revolusi 
sendiri biasanya terjadi ketika suatu negara dipimpin oleh presiden yang berkuasa 
sangat lama dan memerintah secara otoriter. Biasanya, revolusi itu sendiri identik 
dengan upaya menjatuhkan kediktatoran. Bangsa yang tidak puas atas kekuasaan 
pemimpin negaranya yang merupakan diktator biasanya menjadi pemicu revolusi itu 
sendiri. 
Dalam konteks ini, revolusi yang terjadi merupakan sebuah revolusi politik 
dimana bangsa Tunisia ingin mengkudeta pemimipin negaranya sendiri, yang dalam 
hal ini adalah Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Presiden Ben Ali telah berkuasa di 
Tunisia selama lebih dari 24 tahun. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Ben Ali 
memerintah secara otoriter dan telah banyak melakukan korupsi dan nepotisme. 
Banyak korupsi yang telah dilakukan oleh presiden otoriter ini. Menimbun kekayaan 
serta minyak merupakan tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh presiden ini. 
Nepotisme juga terjadi dimana keluarga-keluarga Ben Ali mempunyai banyak 
kekayaan serta mendominasi percaturan politik dan perekonomian di Tunisia.
4
 
Revolusi Melati yang terjadi pada akhir tahun 2010 hingga tahun 2011 bermula 
dari Revolusi Tunisia hingga menyebar ke berbagai Negara-negara Arab lainnya. 
Revolusi Melati sendiri merupakan sebuah peristiwa yang dalam dunia internasional, 
merupakan sebuah peristiwa besar. Hal ini dikarenakan peristiwa revolusi yang 
didasari oleh demokratisasi rakyat merupakan yang pertama kali terjadi selama 
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beberapa dekade di Timur Tengah. Belum pernah ada satu Negara Arab di Timur 
Tengah yang pemimpin negaranya dijatuhkan oleh demonstrasi rakyat. Oleh karena 
itu Revolusi Melati ini merupakan sebuah sejarah baru untuk dunia Timur Tengah. 
Revolusi yang kemudian menggoncang stabiltas politik dan menjalar begitu cepat di 
kawasan Timur Tengah yang diberi nama Revolusi Melati adalah suatu istilah yang 
diberikan oleh orang-orang Timur Tengah untuk mengidentikkan pergolakan rakyat 
di Negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga Melati yang sedang mekar. Bunga 
melati adalah jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, harum, dan 
simbol dari ekspresi kesucian dan ketulusan kasih sayang. Negara-negara yang 
bergejolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah tangkai yang berada satu di Afika 
Utara dan kawasan Timur Tengah. Satu per satu kuncup itu mulai mengeluarkan 
baunya yang harum yaitu peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya revolusi. 
Pada awalnya, gerakan Revolusi Tunisia yang sangat bersejarah ini hanya 
bermula dari protes para pemuda-pemuda bangsa ini. Mereka protes tentang 
kebijakan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang ada. Sebagaimana 
menurut data yang penulis dapat, sebenarnya negara Tunisia memiliki tingkat 
pendidikan teratas dalam negara-negara Arab lainnya mengalahkan Mesir. Namun, 
kurangnya lapangan kerja membuat tingkat pengangguran meningkat. Menurut data, 
tingkat pengangguran di negara ini mencapai sekitar 14%. Bahkan, seorang pemuda 
yang bekerja sebagai pedagang sayuran yang membakar dirinya sebagai bentuk 
protes terhadap pemerintah merupakan seorang yang berpendidikan sarjana, namun 
 
 
karena kurangnya lapangan kerja membuat pemuda tersebut hanya menjadi pedagang 
kelas bawah saja. Melihat pemaparan sebelumnya diatas, dapat dikatakan tingkat 
pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu pemicu dari demokratisasi yang 
terjadi di Tunisia. 
Terkait dengan masalah revolusi di Tunisia, surat kabar Yediot Aharonoth dan 
Haaretz dalam sebuah laporannya menyebut tumbangnya pemerintahan Ben Ali telah 
menciptakan kekhawatiran di antara negara-negara Arab Timur Tengah lainnya. Hal 
ini disebabkan karena belum pernah terjadi suatu negara Arab yang pemerintahannya 
tumbang akibat demonstrasi rakyat. Kejadian dramatis tumbangnya rezim Ben Ali 
merupakan pengalaman pertama di dunia Arab karena alih kekuasaan yang terjadi di 
berbagai negara Arab selama ini berlangsung lewat kudeta. Hal ini tentu saja 
merupakan sejarah yang tidak akan terlupakan bagi kawasan Timur Tengah serta hal 
ini pulalah yang menjadi pemicu bagi negara-negara Arab di Timur Tengah dalam 
melakukan demokratisasi sebagai bentuk protes terhadap pemerintahannya sendiri.  
Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Demokratisasi Tunisia dan 







B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Untuk menentukan batasan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis 
akan membatasi dengan memfokuskan terhadap dua hal, yang menurut penulis 
merupakan sumber utama dalam masalah ini. Pertama, hal-hal yang menyangkut 
penyebab utama dari demokratisasi Tunisia itu sendiri. Dimana dalam penelitian ini, 
penulis membatasi dari awal mula revolusi Tunisia terjadi pada awal desember 2010 
hingga pertengahan 2011, serta pemicu demokratisasi itu sendiri. 
Kedua, demokratisasi Tunisia berakhir dengan jatuhnya presiden Ben Ali oleh 
rakyat. Hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa khususnya bagi negara-negara 
Arab yang pada umumnya, bernasib kurang lebih seperti Tunisia itu sendiri. Melihat 
revolusi Tunisia berhasil, maka hal ini menjadi pemicu bagi negara-negara Arab 
lainnya untuk melakukan demokratisasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan 
membatasi tentang dampak demokratisasi Tunisia terhadap negara-negara Arab di 
Timur Tengah yang dalam penulisan ini penulis mengambil negara Mesir sebagai 
sebuah negara Arab yang terpengaruhi sampai dengan pertengahan tahun 2011. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang 
akan dikaji didalam penelitian ini ialah: 
1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya demokratisasi di Tunisia? 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian  sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui, menjelaskan dan memaparkan tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kawasan Timur Tengah, sehingga 
terjadinya revolusi di Tunisia yang merupakan bagian dari Revolusi 
Melati. 
b. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pengaruh 
demokratisasi Tunisia terhadap negara-negara Arab lainnya di 
Timur Tengah. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan 
berguna untuk berbagai segi, yaitu: 
a. Dari Segi Akademis, penelitian ini sebagai bahan informasi bagi 
pengkaji masalah-masalah internasional dalam mengkaji masalah-
masalah Timur Tengah, khususnya Revolusi Melati yang 
mempengaruhi demokratisasi di Tunisia. 
b. Dari segi Pragmatis, penelitian sebagai bahan informasi 
danmasukan  bagi pembuat kebijakan, terutama Pemerintah 
 
 
Indonesia dalam membuat kebijakan terhadap negara-negara di 
Timur tengah dalam masalah demokrasi. 
 
D. Kerangka Konseptual 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua konsep. Pertama, 
konsep yang dipakai ialah konsep demokratisasi. Demokratisasi ialah sebuah proses 
atau upaya suatu bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. 
Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah 
demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. 
Demokrasi sendiri menurut dari bahasanya ialah pemerintahan oleh rakyat.Banyak 
yang mengatakan konsep demokrasi ialah sebuah konsep pemerintahan yang 
dibangun oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi juga diartikan sebagai simbol 
kedaulatan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara demokratis, ia tidak bertanggung 
jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan rakyat pemilihnya itu. Sebaliknya, ia 
justru bertanggung jawab untuk membimbing rakyat sesuai dengan aturan-aturan 
hukum dan pendapat Imam.
5
  
Demokrasi merupakan kunci tersendiri dalam kaitannya dengan bidang ilmu 
politik. Indikator perkembangan suatu negara bisa dilihat dari berjalannya demokrasi 
di negara tersebut. Demokrasi meningkatkan kebebasan yang tidak dapat dilakukan 
oleh alternatif lain, yakni kebebasan penentuan nasib sendiri secara individual 
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maupun bersama serta kebebasan dalam tingkat otonomi moral.
6
 Demokrasi menjadi 
hal yang sangat vital terutama dalam pembagian kekuasaan di suatu negara. Para 
pemegang kekuasaan dituntut agar menggunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan 
rakyat. Pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan sebuah kewajiban untuk 
melaksanakan nilai demokrasi.
7
 Mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah 
masih berada dibawah bayang-bayang otoritarianisme atau semi-otoritarianisme. 
Karakter otoritarian adalah mengekang kebebasan individu. Sementara kebebasan 
individu merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan demokrasi. Demokrasi juga 
terkait erat dengan HAM. Sebuah negara yang mengklaim dirinya demokrasi, harus 
menghormati HAM.
8
 Dengan mengangkat masalah HAM, apa yang terjadi di Tunisia 
berbeda dengan konsep demokrasi yang berkaitan dengan HAM. Berdasarkan 
pemaparan tersebut, penulis menggunakan konsep demokrasi dan demokratisasi 
sebagai bahan penelitian dalam menjelaskan penyebab terjadinya demokratisasi di 
Tunisia. 
Demokratisasi yang sukses terjadi di suatu negeri dan hal ini kemudian 
mendorong demokratisasi di negeri-negeri lain, baik karena negeri-negeri itu  
tampaknya menghadapi masalah masalah yang sama, atau karena demokratisasi yang 
sukses di tempat lain mengesankan bahwa demokratisasi dapat menjadi obat bagi 
segala masalah yang mereka hadapi, atau karena negeri yang telah mengalami 
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demokratisasi itu kuat dan dipandang sebagai sebuah model politik dan budaya. 
Dalam kajian mereka tentang Crisis, Choice, and Change, Almond dan Mundt 
menemukan bahwa di antara beberapa faktor lingkungan penyebab yang mereka 
analisis, faktor efek demonstrasi ini cukup penting. Kajian statistik tentang kudeta 
dan fenomena politik yang lain telah menunjukan adanya pola penularan sekurang-
kurangnya pada beberapa keadaan.
9
 
Kedua, konsep yang dipakai merupakan konsep kajian media baru atau teori 
media baru. Konsep ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan bagaimana 
pengaruh demokratisasi di Tunisia bisa menyebar ke negara-negara Arab di Timur 
Tengah.Marshall McLuhan dalam bukunya, Understanding Media The Extensions of 
Man
10
 menyatakan bahwa, medium yang dipakai untuk menyampaikan informasi  
dan pesan, membentuk format pesan itu sendiri.  McLuhan menganggap media 
sebagai perluasan manusia, dan bahwa media yang berbeda-beda mewakili pesan 
yang berbeda-beda. Media menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk dari 
hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia. Pengaruh media dengan adanya 
kemajuan teknologi menjadi sangat dahsyat bagi umat manusia. Media telah campur 
tangan dalam kehidupan manusia secara lebih cepat daripada sebelumnya, juga 
memperpendek jarak diantara bangsa-bangsa. 
Kemudian, analogi dari pernyataan McLuhan kalau melihat kondisi sekarang, 
bisa dikatakan bahwa teknologi bisa merupakan sebuah pesan. Teknologi itulah yang 
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menghasilkan medium baru atau melahirkan teori media baru. Dengan adanya 
kemajuan teknologi, media menjadi sangat maju. Media telah berubah menjadi 
subyek komunikasi yang interaktif dan menjadi sahabat baru manusia. Pola interaksi 
sosial melalui media jaringan (komputer) telah menciptakan ruang baru bagi 
kehidupan manusia yang disebut  cyber-community (komunitas  cyber) yang juga 




Media bukanlah kekuatan netral dan tidak akan pernah menjadi kekuatan netral. 
Meskipun para akademisi dan wartawan dengan gigih menyerukan pentingnya 
jurnalisme yang mengabdi pada kebenaran, obyektivitas, dan orientasi pada 
kepentingan warga negara, tetapi pada kenyataannya jurnalisme dan media selalu 
berpihak pada kelompok elit. Edward S. Herman dan Noam Chomsky dengan tegas 
mengemukakan bahwa di luar fungsi-fungsi lainnya media melayani dan 
mempropagandakan kepentingan-kepentingan kelompok sosial yang mengontrol dan 
membiayainya. Berdasarkan kedua konsep yang telah penulis paparkan tersebut, 
maka penulis dapat menentukan bagaimana demokratisasi di Tunisia dan 
pengaruhnya terhadap negara-negara Arab. 
 
 
                                                          
11
Burhan Bungin, 14 Oktober 2002 New Media dan Perkembangannya; Konstruksi Sosial Telematika 
dan Inovasi Media Baru, Seminar dan Lokakarya “Being Local in National Context : Understanding 
Local Media and Its Struggle”, Universitas Kristen Petra. Surabaya  
 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah tipe penelitian eksplanatif analisis yakni menjelaskan, mencatat, 
menganalisis, dan menginterprestasikan tentang hal-hal yang melandasi 
demokratisasi di Tunisia sehingga dapat menjelaskan dampaknya terhadap 
negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah. 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka serta studi 
lapangan. 
 
3. Jenis dan sumber data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang dipakai dalam penulisan ini yaitu data sekunder. 
Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari sumber tidak 
langsung yaitu dengan melakukan linrary research berupa buku-buku 
jurnal, makalah, surat kabar, artikel, dan internet. 
b. Sumber Data 
Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder yang berasal dari telaah pustaka. 
 
 
4. Teknik Analisis Data 
Penulis menggunakan teknik anaslisis kualitatif dalam menganalisis data 
yang diperoleh dengan maksud untuk memaparkan dengan jelas bagaimana 






























Dalam Bab ini, penulis menerangakan konsep yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah yang penulis angkat. Sebagaimana dijelaskan pada bab 
sebelumnya, penulis menggunakan dua konsep dalam penulisan ini untuk 
mengemukakan masalah yang penulis bahas. 
 
A. Konsep Demokratisasi 
Pertama, konsep yang dipakai ialah konsep demokratisasi. Demokratisasi ialah 
sebuah proses atau upaya suatu bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi 
dalam suatu negara. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupun 
secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak 
bisa dihentikan. Demokrasi sendiri menurut dari bahasanya ialah pemerintahan oleh 
rakyat. Banyak yang mengatakan konsep demokrasi ialah sebuah konsep 
pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi juga diartikan 
sebagai simbol kedaulatan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara demokratis, ia tidak 
bertanggung jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan rakyat pemilihnya itu. 
Sebaliknya, seorang pemimpin justru bertanggung jawab untuk membimbing rakyat 
sesuai dengan aturan-aturan hukum dan pendapat Imam.
12
 Demokrasi merupakan 
kunci tersendiri dalam kaitannya dengan bidang ilmu politik. Indikator perkembangan 
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suatu negara bisa dilihat dari berjalannya demokrasi di negara tersebut. Demokrasi 
meningkatkan kebebasan yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain, yakni 
kebebasan penentuan nasib sendiri secara individual maupun bersama serta 
kebebasan dalam tingkat otonomi moral.
13
 
Demokrasi menjadi hal yang sangat vital terutama dalam pembagian kekuasaan 
di suatu negara. Para pemegang kekuasaan dituntut agar menggunakan kekuasaannya 
untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan 
sebuah kewajiban untuk melaksanakan nilai demokrasi.
14
 Mayoritas negara-negara 
Arab di Timur Tengah masih berada dibawah bayang-bayang otoritarianisme atau 
semi-otoritarianisme. Karakter otoritarian adalah mengekang kebebasan individu. 
Sementara kebebasan individu merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan 
demokrasi. Demokrasi juga terkait erat dengan HAM. Sebuah negara yang 
mengklaim dirinya demokrasi, harus menghormati HAM.
15
 Dengan mengangkat 
masalah HAM, apa yang terjadi di Tunisia berbeda dengan konsep demokrasi yang 
berkaitan dengan HAM. 
Menurut Samuel Huntington, Demokrasi ada jika para pembuat keputusan 
kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum 
yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk 
memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. 
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Sistem politik yang demokratis tidak hanya terdapat di zaman modern. Pada banyak 
daerah di dunia ini, telah berabad-abad lamanya para pemimpin suku selalu dipilih, 
dan di beberapa tempat lembaga politik demokratis sudah lama terdapat di tingkat 
desa. Di samping itu, konsep demokrasi tentu saja sudah dikenal di zaman kuno. 
Tetapi, demokrasi orang Yunani dan orang Romawi tidak mengikut-sertakan wanita, 
budak, dan sering pula kategori-kategori kelompok yang lain seperti penduduk asing, 
dalam kehidupan politik. Dalam prakteknya, tanggung jawab badan-badan yang 
berkuasa kepada publik yang dibatasi ini pun sering terbatas.
16
 
Bentuk pemerintahan bukanlah hal penting satu-satunya mengenai suatu negeri, 
dan barangkali tidak pula merupakan hal yang paling penting. Perbedaan yang jelas 
antara ketertiban dengan anarki lebih penting. Perbedaan yang jelas antara ketertiban 
dengan anarki lebih penting daripada perbedaan yang jelas antara demokrasi dengan 
kediktatoran. Namun perbedaan itu juga amat penting karena beberapa alasan.
17
 
Pertama, demokrasi politik berkaitan erat dengan kebebasan individu. Negara-negara 
demokrasi dapat dan pernah melanggar hak-hak dan kebebasan individu, dan sebuah 
negeri otoriter yang diatur dengan baik boleh jadi memberikan tingkat keamanan dan 
ketertiban yang tinggi kepada para warga negaranya. Akan tetapi secara kesuluruhan 
korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu adalah 
sangat tinggi. Bahkan, adanya sejumlah kebebasan individu merupakan komponen 
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esensisal dari demokrasi. Sebaliknya, pengaruh jangka panjang dari berjalannya 
proses politik yang demokratis barangkali adalah memperluas dan memperdalam 
kebebasan individu. Dalam pengertian tertentu, kebebasan merupakan keutamaan 
yang khas dari demokrasi. Apabila kita peduli terhadap kebebasan sebagai suatu nilai 
sosial yang tertinggi, maka kita seharusnya juga peduli akan nasib demokrasi. 
Kedua, stabilitas politik dan bentuk pemerintahan, sebagaimana telah 
dikumukakan, merupakan dua variabel yang berbeda. Namun, keduanya juga saling 
berkaitan. Negara demokrasi sering sulit dikendalikan, tetapi secara politik ia jarang 
menggunakan kekerasan. Di dunia modern, dibandingkan dengan sistem non-
demokratis, sistem demokrasi cenderung kurang terpengaruh oleh kekerasan sipil. 
Pemerintah yang demokratis jauh lebih sedikit menggunakan kekerasan terhadap 
warga negaranya ketimbang pemerintah otoriter. Negara-negara demokratis juga 
menyediakan saluran-saluran yang telah disetujui untuk menyatakan perbedaan 
pendapat dan oposisi di sistem itu. Dengan demikian, baik pemerintah maupun 
oposisi tidak mempunyai banyak rangsangan untuk menggunakan kekerasan terhadap 
satu sama lain. Demokrasi juga mempunyai andil bagi stabilitas dengan menyediakan 
kesempatan yang regular untuk mengganti para pemimpin politik dan mengubah 
kebijakan Negara. Dalam negeri demokrasi, perubahan  dramatis jarang terjadi dalam 
satu malam; perubahan itu hampir selalu bersifat moderat dan sedikit demi sedikit. 
Sistem demokrasi jauh lebih kebal terhadap pergolakan besar revolusioner ketimbang 
sistem otoriter. Seperti pernah dikatakan Che Guevara, revolusi yang ditujukan 
 
 
terhadap sebuah pemerintah yang telah memperoleh kekuasannya melalui suatu 
bentuk pemilihan umum, curang atau tidak curang, dan paling tidak tetap tampak sah 
secara konstitusional, tidak akan berhasil.
18
 
Ketiga, menyebarnya demokrasi berimplikasi bagi hubungan internasional. 
Sepanjang sejarahnya, negeri-negeri demokrasi sama halnya dengan negeri-negeri 
otoriter, telah sering melancarkan peperangan. Negeri-negeri otoriter telah 
memerangi negeri-negeri demokrasi, dan telah sering memerangi di antara 
sesamanya. Namun, sejak awal abad ke-19 hingga tahun 1990, negeri-negeri 
demokrasi tidak memerangi, dengan perkecualian yang tak berarti atau bersifat 
formal, negeri demokrasi yang lain.
19
 Selama fenomena ini berlanjut, tersebarnya 
demokrasi di dunia berarti perluasan zona perdamaian di dunia. Berdasarkan 
pengalaman masa lalu, dapat dikatakan bahwa dunia yang sebagian besar berisikan 
negeri-negeri demokrasi cenderung relatif bebas dari tindak kekerasan internasional. 
Ketika merenungkan keanekaragaman masyarakat yang memiliki pemerintahan 
demokratis, Myron Weiner menyimpulkan bahwa untuk menjelaskan demokratisasi 
kita harus memperhatikan strategi-strategi yang tersedia bagi orang-orang yang 
menghendaki revolusi demokratis.
20
 Nasehat ini secara tepat menekankan peranan 
yang menentukan dari kepemimpinan politik dan kemahiran politik dalam 
mewujudkan demokrasi. Namun hal ini tidak seharusnya menyebabkan kita menolak 
sama sekali faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang lebih luas dan 
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kontesktual dalam dalam menjelaskan perkembangan demokrasi. Ada sebuah rantai 
atau corong dari hubungan kausal dan semua faktor-faktor internasional, faktor 
politik, sering kali secara bertentangan, berfungsi mendorong terciptanya demokrasi 
atau mempertahankan otoritasrisme. Dengan sedikit sekali kekecualian, kebijakan-
kebijakan yang diambil pemerintah-pemerintah otoriter dalam menghadapi krisis 
minyak dan hutang, sering memperburuk situasi ekonomi, menimbulkan stagnansi, 
depresi, inflasi, laju pertumbuhan yang rendah atau negatif, bertambahnya jumlah 
hutang, atau kombinasi dari kondisi-kondisi ini, sehingga lebih memperlemah lagi 
legitimasi rezim itu.  
Legitimasi rezim otoriter juga terkikis apabila rezim itu benar-benar 
mewujudkan janjinya. Ketika tujuan tercapai, rezim tersebut kehilangan tujuannya. 
Hal ini mengurangi alasan bagi publik untuk mendukung rezim itu, mengingat adanya 
biaya-biaya lain yang terkait dengan rezim itu. Tercapainya tujuan itu meningatkan 
ketidakpastian dan konflik di dalam rezim mengenai tujuan-tujuan baru apa yang 
seharusnya mereka kejar. Menghadapi erosi legitimasi ini, pemimpin-pemimpin 
otoriter bisa dan telah memberikan respon melalui satu atau lebih cara dari lima cara 
yang ada. Pertama, mereka bisa saja menolak untuk mengakui kelemahan mereka 
yang semakin bertambah dengan harapan atau keyakinan bahwa mereka, 
bagaimanapun juga, akan tetap berkuasa. Kelemahan mekanisme umpan-balik pada 
sebagian besar rezim otoriter dan keyakinan yang keliru dari banyak diktator 
 
 
perorangan memperkuat kecenderungan ini. Namun, tidak satupun harapan atau 
keyakinan ini dipastikan dapat terwujud. 
Kedua, rezim itu bisa berupaya untuk bertahan dengan menjadi semakin 
represif, dengan, dalam kenyataannya menggantikan kewajiban yang sudah habis 
dengan kepatuhan yang dipaksakan. Ini sering mensyaratkan pergeseran 
kepemimpinan rezim, seperti yang terjadi di Yunani 1973, di Argentina 1981, dan di 
Cina 1989. Apabila pemimpin-pemimpin rezim itu pada pokoknya sepakat dengan 
jalan semacam itu, mereka mungkin dapat menunda konsekuensi dari legitimasi 
mereka yang berkurang itu secara signifikan. 
Ketiga, menciptakan konflik dengan  negeri asing dan berupaya memulihkan 
legitimasi dengan  memanfaatkan rasa kebangsaan. Upaya pemimpin-pemimpin 
otoriter untuk memperkuat legitimasi yang sedang melemah melaui perang melawan 
negeri lain menghadapi sebuah rintangan yang inheren. Angkatan bersenjata dari 
sebuah rezim militer yang terlibat dalam percaturan politik mungkin tidak mempuyai 
struktur komando yang efektif, dan cenderung semakin terpolitisir dengan semakin 
lamanya rezim itu berkuasa. Dilain pihak, dalam sebuah pemerintahan diktator 
perorangan, pihak militer tidak boleh terjun dalam politik, tetapi politik telah merasuk 
ke dalam tubuh militer sebab ketakutan utama sang diktator adalah terjadinya kudeta. 
Demikianlah, dalam pengangkatan jabatan, orang-orang yang tidak kompeten dan 
para budak lebih disukai. Akibatnya, baik rezim militer maupun kediktatoran 
 
 
perorangan cenderung memiliki angkatan bersenjata yang kurang professional dan 
kurang efektif dalam perang. 
Keempat, berupaya menciptakan legitimasi yang mirip dengan legitimasi 
demokrasi untuk rezim mereka. Kebanyakan rezim otoriter yang berkuasa pada awal 
dasawarsa 1970 menyatakan bahwa pada waktunya nanti mereka akan memulihkan 
demokrasi. Manakala legitimasi kinerja rezim itu merosot, mereka semakin terdesak 
untuk menepati janji dan terpaksa berupaya melegitimasi kembali eksistensi mereka 
melaui pemilihan umum. Dalam beberapa kasus, para pemimpin itu agaknya yakin 
bahwa mereka dapat memenangkan pemilihan umum secara adil. Namun, hal itu 
hampir tidak pernah terwujud, terutama apabila oposisi berhasil mencapai tingkat 
persatuan yang minimal. Dilema kinerja dengan demikian digantikan oleh dilema 
pemilihan. 
Kelima, para pemimpin otoriter itu dapat menghadapi kesulitan dengan berani 
dan memimpin pengakhiran pemerintahan otoriter serta memulai suatu sistem 
demokrasi. Hal ini sering terjadi namun hampir selalu mempersyaratkan perubahan 
kepemimpinan di dalam sistem otoriter itu lebih dulu. Legitimasi yang merosot 
biasanya menimbulkan keragu-raguan didalam pikiran para pemimpin otoriter dan 
perpecahan di kalangan pemimpin mengenai reaksi manakah yang harus dipilih. 
Kemudian, keragu-raguan, ketidakpastian, dan fluktuasi dalam tindakan yang 
dilibatkannya lebih memerotkan lagi legitimasi rezim itu dan mendorong kelompok-
kelompok politik untuk memikirkan pengganti rezim itu. 
 
 
Demokratisasi yang sukses terjadi di suatu negeri dan hal ini kemudian 
mendorong demokratisasi di negeri-negeri lain, baik karena negeri-negeri itu 
tampaknya menghadapi masalah masalah yang sama, atau karena demokratisasi yang 
sukses di tempat lain mengesankan bahwa demokratisasi dapat menjadi obat bagi 
segala masalah yang mereka hadapi, atau karena negeri yang telah mengalami 
demokratisasi itu kuat dan dipandang sebagai sebuah model politik dan budaya. 
Dalam kajian mereka tentang Crisis, Choice, and Change, Almond dan Mundt 
menemukan bahwa di antara beberapa faktor lingkungan penyebab yang mereka 
analisis, faktor efek demonstrasi ini cukup penting. Kajian statistik tentang kudeta 
dan fenomena politik yang lain telah menunjukan adanya pola penularan sekurang-
kurangnya pada beberapa keadaan.
21
 
Peranan umum dari efek demonstrasi dalam gelombang ketiga demokratisasi 
dapat diringkaskan dalam tiga proposisi berikut ini. Pertama, efek demonstrasi pada 
gelombang ketiga adalah jauh lebih penting ketimbang efek demonstrasi pada kedua 
gelombang demokratisasi terdahulu. Alasannya adalah ekspansi komunikasi dan 
transportasi global yang luar biasa yang terjadi dalam beberapa dasawarsa setelah 
Perang Dunia II dan terutama tercakupnya seluruh dunia oleh satelit-satelit televisi 
dan komunikasi. Berbagai pemerintah masih dapat mengontrol media setempat dan, 
kadang-kadang praktis melumpuhkan kemampuan rakyat mereka untuk menerima 
pesan-pesan yang tidak mereka kehendaki diterima oleh rakyat mereka. Namun 
kesulitan dan biaya yang diperlukan untuk melakukan hal ini meningkat secara besar-
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besaran. Tindakan ini bisa menyebabkan berkembangnya suatu jaringan media bawah 
tanah yang luas sebagaimana terjadi di Polandia dan negeri-negeri lain. Radio 
gelombang pendek, televisi satelit, komputer, faksimili semakin menyulitkan 
pemerintah otoriter untuk menjauhkan informasi mengenai perjuangan menentang 
rezim-rezim otoriter dan penggulingannya di negeri-negeri lain dari kaum elit dan 
bahkan publik di negeri itu. Sebagian besar berkat dampak global itulah, menjelang 
pertengahan dasawarsa 1980 tak syak lagi bahwa citra tentang “revolusi demokratis 
di seluruh dunia” telah menjadi suatu realita dalam benak para pemimpin politik dan 
intelektual di sebagian besar negeri di dunia. Karena orang-orang mempercayai hal 
itu sebagai sesuatu yang nyata, maka akibatnya adalah nyata. Orang dapat dan 
memang mempertanyakan relevansi peristiwa-peristiwa politik di negeri-negeri yang 
jauh letaknya bagi diri mereka.
22
 
Kedua, meskipun komunikasi yang semakin intensif menyebabkan peristiwa-
persitiwa di tempat yang jauh tampak relevan, efek demonstrasi yang paling kuat 
masih berada di negeri-negeri yang secara geografis berdekatan dan memiliki budaya 
yang sama. Tumbangnya rezim otoriter di Portugal memiliki dampak langsung di 
Eropa Selatan dan Brasil. “yang kita perlukan adalah seorang seperti Jenderal Spinola 
untuk menggulingkan junta dan mengembalikan pemerintahan konstitusional di 
Yunani.” Kata seorang warga Athena pada Juni 1974, dua bulan setelah kudeta di 
Portugal dan satu bulan sebelum jatuhnya rezim militer di Yunani. Tamatnya rezim 
diktator Portugal yang telah memerintah selama 45 tahun juga terasa bagaikan suatu 
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goncangan hebat pada bungker Spanyol dan tampil sebagai pendorong semangat yang 
besar bagi pihak oposisi. Kenyataan bahwa hubungan yang terbatas dapat 
menampung demokrasi hanya akan memperkuat tuntutan bagi perubahan di 
Spanyol.
23
 Adalah wajar apabila demokratisasi Yunani berdampak kecil di tempat 
lain. Tetapi demokratisasi Spanyol sangat relevan dan esensial di Amerika Latin. 
Transisi di Spanyol dan Portugal menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa 
budaya orang Iberia tidaklah secara kodrati anti demokratis. Apabila Spanyol dan 
Portugal dapat melakukannya, Amerika Latin dapat membebaskan dirinya dari tirani. 
Alfonsin telah memanfaatkan secara ekstensif metafora Spanyol ini untuk 
melegitimaskan kegiatannya di Argentina. Demokratisasi Argentina telah memberi 
dorongan semangat kepada pejuang demokrasi di Chili dan Brasil dan konon telah 
mencegah terjadinya kudeta-kudeta militer terhadap rezim demokratis yang baru di 
Peru dan Bolivia. Alfonsin secara pribadi mengadakan pertemuan dengan para 




Aspek penting ketiga dari efek demonstrasi yaitu, berubahnya peranan relatif 
dari faktor-faktor penyebab suatu gelombang demokratisasi dari waktu ke waktu. 
Efek demonstrasi tentu saja tidak dapat mempengaruhi demokratisasi yang pertama. 
Demokratisasi pada awal gelombang ketiga merupakan hasil dari pemicu, bukan bola 
salju. Suatu perang kolonial yang tak dapat dimenangkan, kekalahan perang di 
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Siprus, dan kematia Franco telah memicu demokratisasi di Portugal, Yunani dan 
Spanyol. Kekalahan di Falklands, pembunuhan Benigno Aquino dan kunjungan Paus 
mempunyai efek yang sama di Argentina, Filipina dan Polandia. Proses demokratisasi 
ini sangat erat hubungannya dengan keadaan masing-masing negeri tersebut. Namun, 
sekali proses itu terjadi, perubahan-perubahan di negeri-negeri yang lebih dulu 
mengalami proses itu membantu menggerakkan tuntutan bagi perubahan yang serupa 
di negeri-negeri jiran yang memiliki budaya yang sama. 
Dampak dari efek demonstrasi tidak begitu tergantung pada adanya kondisi-
kondisi ekonomi dan sosial yang menguntungkan demokrasi di negeri penerima. 
Sesungguhnya ketika proses efek bola salju terus berlangsung, proses itu sendiri 
cenderung menjadi pengganti kondisi-kondisi itu. Ini tercermin dalam percepatannya. 
Dapat dikatakan bahwa demokratisasi di Polandia memerlukan waktu 10 tahun, di 
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B. Konsep Media Baru 
Kedua, konsep yang dipakai merupakan konsep kajian media baru atau teori 
media baru. Kehadiran televisi dalam tahun 1960-an sempat mengundang penelitian, 
studi, dan perbincangan. Salah seorang pengamat televisi waktu itu, Marshall 
McLuhan dalam bukunya, Understanding Media The Extensions of Man
26
 
menyatakan bahwa, medium yang dipakai untuk menyampaikan informasi  dan 
pesan, membentuk format pesan itu sendiri.  McLuhan menganggap media sebagai 
perluasan manusia, dan bahwa media yang berbeda-beda mewakili pesan yang 
berbeda-beda. Media menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk dari 
hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia. Pengaruh media dengan adanya 
kemajuan teknologi menjadi sangat dahsyat bagi umat manusia. Media telah campur 
tangan dalam kehidupan manusia secara lebih cepat daripada sebelumnya, juga 
memperpendek jarak diantara bangsa-bangsa. 
Kemudian, analogi dari pernyataan McLuhan kalau melihat kondisi sekarang, 
bisa dikatakan bahwa teknologi bisa merupakan sebuah pesan. Teknologi itulah yang 
menghasilkan medium baru dan melahirkan teori media baru. Dengan adanya 
kemajuan teknologi, media menjadi sangat maju. Media telah berubah menjadi subjek 
komunikasi yang interaktif dan menjadi sahabat baru manusia. Pola interaksi sosial 
melalui media jaringan (komputer) telah menciptakan ruang baru bagi kehidupan 
manusia yang disebut  cyber-community (komunitas  cyber) yang juga turut andil 
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dalam membentuk suatu pola hubungan sosial yang tanpa batas, sangat luas dan 
transparan.
27
 Pengalaman empiris menunjukkan, setiap medium baru berpengaruh 
terhadap media yang ada. Misalnya, sejak munculnya televisi iklim persaingan 
semakin jelas. Televisi mempengaruhi eksistensi media cetak dalam hal isi, bentuk, 
distribusi, kebijakan harga, periklanan dan sebagainya. Karenanya, setiap kali muncul 
media baru, kata kunci untuk media yang sudah eksis dan ingin tetap eksis adalah 
adaptasi, inovasi, kreatifitas, atau ketinggalan dan ditinggalkan.
28
 
Munculnya medium baru tidak berarti meniadakan medium lama. Antara 
medium lama dan medium baru terjadi proses saling melengkapi, saling 
mempengaruhi, saling  memperkaya inovasi dan kreatifitas. Sehingga setiap kejadian 
yang diberitakan menjadi lebih  jelas maknanya, korelasinya dan interaksinya bagi 
konsumen. Berita (menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer) adalah laporan 
atau pemberitahuan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan 
melalui orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.
29
 Pengertian berita (News) yang 
dimaksud adalah penyajian informasi yang sudah, sedang dan akan terjadi. 
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Berdasarkan sejarah perkembangan berita, maka dapat dikategorikan bentuk 
penyajian berita, yaitu : 
1.  Berita cetak  (Print News), yaitu berita yang dibuat dengan teknologi 
percetakan yang dalam hal ini Koran dan majalah.  
2.  Berita broadcast (Broadcast News), yaitu berita yang menggunakan media 
televisi dan radio  
3.   Berita elektronik (E-News), berita yang menggunakan perangkat komputer yang 
terhubung dengan jaringan komputer global.
30
 Terdapat juga beberapa istilah 
untuk berita elektronik yaitu online news atau digital news. 
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
mengakibatkan adanya tuntutan perubahan bentuk berita, dari pers cetak dan 
broadcast menjadi bentuk berita elektronik (E-News). Berita elektronik khususnya 
lewat internet sekarang berkembang pesat, dimana hampir tiap surat kabar dan 
majalah di Indonesia sudah mengembangkan edisi online. Belum lagi kalau kita lihat 
secara internasional khususnya Amerika Serikat, yang sudah mengembangkan lebih 
dulu surat kabar dan majalah online mereka.   
Berita elektronik yang notabene baru berkembang pesat era 1990-an ternyata 
secara radikal mempengaruhi industri penerbitan pers cetak, dan mampu menaklukan 
ruang dan waktu yang selama ini dihadapi pers cetak. Proses pengumpulan informasi 
lewat internet berlangsung melalui perantara, tidak lewat penerbitan pers, sehingga 
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menjadi lebih singkat dan seketika. Berita elektronik dapat ditampilkan dan 
diperbarui dalam hitungan menit bahkan detik. Sedangkan berita konvensional, 
khusus media cetak, membutuhkan waktu sedikitnya satu hari untuk proses peliputan, 
layout, dan cetak. Dalam berita elektronik, cenderung menampilkan berita yang 
terjadi saat itu juga, breaking news, singkat dan padat. Namun terus menerus 
diperbarui. 
Internet, sebagai sebuah jaringan komputer global, merupakan suatu teknologi 
yang memicu perkembangan berita elektronik. Teknologi internet memungkinkan 
berita  dipublikasikan dengan menggunakan format Hypertext Mark Up Language 
atau biasa disingkat menjadi HTML. Dimana, format berita baik itu dalam bentuk 
teks, gambar atau foto, video, audio, animasi disajikan secara  digital, sehingga 
pembaca dapat mengakses dari komputer dengan cepat dan seketika pada halaman 
web. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Oleh karena itu, internet sebagai 
medium informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan media massa lain. 
Mudah mengaksesnya, memproduksi dan menyebarkan dengan cepat dan murah 
dengan daya jangkau dunia. 
Sebuah dokumen bisa merupakan informasi. Sebuah artikel di surat kabar 
adalah dokumen (dokumen cetak), demikian halnya dengan paket acara TV, sebuah 
lagu atau video  juga merupakan dokumen (dokumen elektronik). Jadi bagi seorang 
reporter dalam jaman serba elektronik akan dihadapkan pada terminologi baru yang 
berubah yaitu dokumen. Ketika reporter dan editor membuat sebuah dokumen news 
 
 
untuk masing-masing media dimana mereka bekerja, mungkin mereka juga akan 
berpikir format dokumen yang sesuai, entah itu cetak atau elektronik. 
Dokumen elektronik yang notabene berisi informasi dapat diubah dari format 
analog ke format digital. Teknologi internet memungkinkan hal ini. Dimana, dengan 
format digital dokumen dapat diakses lewat internet, termasuk gambar atau foto, 
audio, video, instruksi pemrograman web interaktif, dan animasi. Yang semua ini bisa 
diakses lewat browser internet. Perubahan terbesar dalam hal penulisan berita dengan 
hadirnya media web,  yang kemudian berkembang menjadi digital news bisa terjadi 
pada reporter media cetak. Dimana, mereka harus menyesuaikan dengan paradigma 
baru mengenai konsep atau format tentang isi (teks / gambar / foto / grafis / video / 
animasi). Walaupun disisi lain dengan hadirnya media digital news justru bisa saling 
melengkapi kekurangan masing-masing, namun perlu dipikirkan untuk masa datang. 
Salah satu tokoh yang menjelaskan tentang perubahan yang cukup besar karena 
media baru ialah Marshall McLuhan. Dalam Revolusi Elektronik: Efek Elektronik 
Media Baru, Asosiasi Amerika untuk Pendidikan Tinggi di Chicago (dan kemudian 
dicetak ulang dalam bukunya, Electronic Revolution). McLuhan berpendapat bahwa 
efek dari revolusi elektronik di tahun 1950-an Amerika yang begitu besar untuk 
membuat pendidik pengungsi hidup di dunia yang tak ada hubungannya dengan salah 
satu di mana mereka dibesarkan. Untuk McLuhan, revolusi ini menghasilkan kelas 
tanpa dinding sebagai telekomunikasi dan televisi membawa struktur informasi 
simultan kepada masyarakat elektronik. 
 
 
Marshall McLuhan mengemukakan bahwa perubahan dramatik dibidang 
ekonomi, industri komunikasi, dan juga politik dalam satu dekade belakangan adalah 
kecenderungan mulai diterapkannya model propaganda. Dua filter yang paling pokok 
bagi berlangsungnya proses ini adalah pengaruh kepemilikan dan periklanan yang 
semakin meningkat. Di era globalisasi sekarang ini, terdapat  ciri-ciri  bahwa media 
dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok masyarakat. Akibatnya, liputan media 
menjadi cenderung menguntungkan pemilik modal dan demi dukungan periklanan 
yang lebih besar. Filter ketiga dan keempat adalah -sourcing and flak- yang telah pula 
memperkuat pengaruh elit dalam kehidupan politik. 
Hiperkomersialisasi telah memunculkan gejala baru dalam bentuk 
pendangkalan laporan jurnalisme sebagai akibat efisiensi. Laporan jurnalisme 
investigatif dikurangi, demikian juga dengan biaya untuk pelatihan jurnalis. Media 
hanya mengandalkan liputan-liputan yang berorientasi ke atas dengan mengandalkan 
sumber-sumber elit politik dan ekonomi. Filter kelima adalah ideologi antikomunis. 
Hancurnya Uni Soviet telah membuat keyakinan terhadap “keajaiban pasar” semakin 
kuat. Keyakinan ini berujung pada pemberishan ideologi pasar sebagai satu-satunya 
mekanisme yang diyakini paling efisien dalam mengelola sumber-sumber ekonomi. 
Dalam kehidupan media, berkuasanya ideologi pasar ini telah menciptakan market-
driven journalism, telah mendorong media yang semata berorientasi pada 
kepentingan pasar atau profit dibandingkan dengan melayani warga negara dan 
sistem politik demokrasi. 
 
 
Dalam politik internasional, propaganda telah memainkan peranan yang 
menentukan dalam upayanya suatu negara untuk meraih tujuan-tujuan politik yang 
sudah ditetapkan. Peranan semacam ini akan semakin kuat dalam masyarakat 
demokratis. Edward L. Bernays mengemukakan bahwa manipulasi kesadaran yang 
diorganisasikan dalam kebiasaan dan opini massa merupakan ciri-ciri paling utama 
masyarakat demokrasi. Suatu esensi demokrasi yang juga merupakan cara untuk 
memelihara struktur kekuasaan, struktur otoritas, kesejahteraan, dan lain sebagainya. 
Dalam kaitan ini, propaganda digunakan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan 
luar negeri dan sikap-sikap masyarakat yang menjadi target. Perkembangan teknologi 
komunikasi dan beroperasinya media-media lintas batas negara bangsa yang telah 
menstransformasi politik internasional membuat aktor-aktor propaganda tidak lagi 
menjadi monopoli pemerintah, tetapi juga warga negara, dan dalam konteks tersebut 
media berperan dalam menyebarluaskan pesan-pesan propaganda melalui berita dan 
pesan-pesan lain ke target. 
Realitas Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1991 menjadi contoh konkret 
bagaimana media menjadi agen propaganda yang efektif dalam membangun 
dukungan domestik untuk merencanakan perang besar. Bahkan, dalam konteks 
Perang Teluk, media terlibat dalam skandal penipuan yang dilakukan oleh Pentagon 
melalui penyesatan informasi. Liputan media-media mainstream dan terutama televisi 
telah memengaruhi cara pandang orang tentang perang. Dalam hal ini, dukungan dan 
antipati sangat ditentukan oleh bagaimana media menyiarkan perang tersebut. 
 
 
Kondisi ini berulang ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Iraq guna 
menjatuhkan Saddam Husein pada 2003 lalu. Di sini, media berperan besar dalam 
memobilisasi dukungan terhadap Perang Iraq dengan hanya menampilkan opini 
Gedung Putih. Media gagal memberikan konteks, dan karenanya gagal pula dalam 
memberikan informasi kepada warga negara Amerika Serikat secara lengkap. 
Seperti dikemukakan Dennet, dalam kasus Perang Iraq dan Terorisme, salah 
satu kelemahan besar laporan media arus utama di Amerika Serikat adalah kegagalan 
menempatkan konteks, dan ironisnya sekolah-sekolah dan universitas di Amerika 
juga mengidap kekurangan ini. Konteks yang dimaksud Dennet adalah apa 
sebenarnya motif dan latar belakang perang Amerika Serikat di Timur Tengah. 
Menurutnya, perang tersebut bukan karena motif perang melawan terorisme, tetapi 
dalam kajian sejarah yang panjang perang tersebut sebenarnya berkenaan dengan 
minyak. Media gagal menghadirkan informasi ini dan hanya mengandalkan apa yang 
disampaikan para pejabat Gedung Putih. Akibatnya, masyarakat Amerika Serikat 
mendukung invasi pemerintahan Bush secara keliru karena informasi yang 
disampaikan kepada mereka juga keliru. 
Dimensi lain dari persoalan globalisasi media adalah konsentrasi kepemilikan 
media-media tersebut di tangan segelintir orang, dan sebagian besar beroperasi di 
negara maju. Dalam suatu struktur yang monopolistik dan oligopolistik, orientasi 
media akan cenderung menguntungkan elit politik,  yang akhirnya mengerucut ke 
dalam elit-elit transnasional. Media global akan lebih menyerukan kepentingan 
 
 
negara-negara besar dibandingkan dengan sebaliknya. Sayangnya, banyak penonton 
televisi yang tidak mengetahui hal ini. Menurut Hacten, berita-berita asing di televisi 
ditunjang oleh dua agen berita televisi yang didominasi oleh kepentingan Amerika 
Serikat dan Inggris. Kondisi semacam ini, tentunya, tidak begitu mengherankan 
karena media-media Amerika Serikat dan Inggris memonopoli siaran-siaran nasional 
dan dunia. Seperti dicatat Chalaby, saluran-saluran televisi trans-nasional telah 
mempunyai dampak-dampak yang berbeda pada pasar-pasar media dan juga 
meningkatkan isu-isu penting globalisasi. Saluran-saluran televisi transnasional ini 
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan saluran-saluran nasional. 
Media bukanlah kekuatan netral dan tidak akan pernah menjadi kekuatan netral. 
Meskipun para akademisi dan wartawan dengan gigih menyerukan pentingnya 
jurnalisme yang mengabdi pada kebenaran, obyektivitas, dan orientasi pada 
kepentingan warga negara, tetapi pada kenyataannya jurnalisme dan media selalu 
berpihak pada kelompok elit. Edward S. Herman dan Noam Chomsky  dengan tegas 
mengemukakan bahwa di luar fungsi-fungsi lainnya media melayani dan 
mempropagandakan kepentingan-kepentingan kelompok sosial yang mengontrol dan 
membiayainya. 
Dalam artikel yang berjudul “Paternalisme Baru: Membentuk Opini Publik”, 
John Dewey mengemukakan bahwa demokrasi dikontrol melalui opini mereka, opini 
yang dibentuk atas dasar materi yang mereka peroleh, dan bahwa propaganda 
disamarkan sebagai distribusi berita melalui cara yang termurah dan terefektif untuk 
 
 
mengembangkan perasaan publik yang paling diinginkan. Selanjutnya, Dewey 
mengkritik lebih jauh dengan mengatakan bahwa para penguasa selalu menggunakan 
pengaruh terhadap opini, dan ketika penemuan media massa telah mulai menyebar 
dan menarik perhatian membuat propaganda menjadi suatu pengaruh komunikasi 
lebih besar pada era modern. 
Setelah memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis menggunakan konsep 
media baru untuk menjelaskan bagaimana pengaruh demokratisasi di Tunisia bisa 
































A. Revolusi Melati 
Timur Tengah merupakan kawasan yang sejak lama menjadi kawasan 
terpenting di dunia. Hal ini dikarenakan posisi geografis kawasan tersebut yang 
memiliki arti strategis dimana letaknya berada pada pertemuan benua Eropa, Asia dan 
Afrika, negara-negara yang berada pada kawasan Timur Tengah secara umum 
kondisi sosial politiknya terhubung satu sama lain. Kawasan Timur Tengah memang 
selalu menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia. Pergolakan yang tidak henti-
hentinya makin menjadi perhatian sekaligus keprihatinan bangsa Indonesia. Salah 
satu faktor penyebab tingginya perhatian pada kawasan itu, adalah adanya kedekatan 
emosional (keagamaan) antara bangsa Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah. 
Selain itu, masyarakat Indonesia umumnya mempunyai cukup pengetahuan mengenai 
kawasan Timur Tengah.  
Di samping itu, di kawasan Timur Tengah terdapat tempat-tempat suci 
keagamaan, yaitu dengan adanya kota-kota suci seperti Mekkah, Madinah, yang tetap 
di Arab Saudi Yerussalem (Al,Quds), Karbala, Qom. Setiap tahun, puluhan ribu 
warga Indonesia menunaikan ibadah haji di Arab Saudi, salah satu negara yang 
secara ekonomis paling berpengaruh pada kawasan Timur Tengah. Umat islam pun 
 
 




Pada penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan di Afrika Utara dan Timur 
Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi Arab’s Spring 
atau dengan nama Jasmine Revolution  (Revolusi Melati). Suatu revolusi yang 
bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia 
menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara Arab lainnya. 
Namun haya beberapa Negara saja yang berhasil menjatuhkan pemimpin negaranya 
seperti Tunisia, Mesir dan Libya. Revolusi yang kemudian menggoncang stabiltas 
politik dan menjalar begitu cepat di kawasan Timur Tengah yang diberi nama 
Revolusi Melati adalah suatu istilah yang diberikan oleh orang-orang Timur Tengah 
untuk mengidentikkan pergolakan rakyat di Negara-negara Timur Tengah bagaikan 
bunga Melati yang sedang mekar. Bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang 
menarik untuk dipandang, harum, dan simbol dari ekspresi kesucian dan ketulusan 
kasih sayang. Negara-negara yang bergejolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah 
tangkai yang berada satu di Afika Utara dan kawasan Timur Tengah. Satu per satu 
kuncup itu mulai mengeluarkan baunya yang harum yaitu peristiwa-peristiwa yang 
memicu terjadinya revolusi. 
Revolusi melati ini dimulai dari satu  kasus bakar diri seorang pemuda bernama 
Muhamed Boazizi di Tunisia sebagai bentuk ekspresi keputusasaan yang tiak 
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menemukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang dihadapinya. Sejak aksi bakar 
diri Mohammed Boazizi di Zidi Bouzid memicu demonstrasi yang mengarah pada 
tuntutan pengunduran diri Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Sejumlah aksi 
bakar diri tekah terjadi juga di negara-negara Arab lainnya. Di Aljazair contohnya, 
Mohsen Bouterfif membakar diri setelah pertemuannya dengan walikota gagal dalam 
membantu dirinya menemukan pekerjaan dan perumahan pada tanggal 13 Januari 
2011. Bouterfif kemudian meninggal karena luka-luka yang diderita. Seorang pria 
Aljazair mencoba membakar diri tetapi upayanya tersebut digagalkan. Di Mesir, 
Abdou Abdel-Moneim Jaafar pemilik sebuah restoran melakukan aksi bakar diri di 
depan Parlemen Mesir. 
Peristiwa yang memicu terjadinya revolusi dimulai dari kasus aksi bakar diri 
Muhamed Bouazizi di Tunisia sebagai bentuk ekspresi keputus-asaan yang tidak 
menemukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang dihadapinya, perlakuan kasar 
dari pihak keamanan negaranya berupa perlakuan pembakaran terhadap lapak 
jualannya, sejak aksi bakar diri tersebut, menjadi pemicu demonstrasi yang mengarah 
pada tuntutan pengunduran diri Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Rakyat 
Tunisia sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya, Korupsi dinilai telah 
menodai nilai perjuangan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. 
Imbasnya adalah pengangguran merata dan tingginya biaya hidup turut mengobarkan 
rakyat Tunisia untuk bangkit dari keterpurukan akibat tidak adanya perhatian dari 
pemerintah yang berkuasa. 
 
 
Sejak peristiwa tersebut, terjadi aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri 
Presiden Tunisia, aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat Tunisia yang sudah bosan 
dan jenuh terhadap kondisi di negaranya, setelah beberapa hari melakukan aksi 
demonstrasi, kekuasaan Presiden, akhirnya lepas pada tanggal 14 februari 2011.
32
 
Setelah mengundurkan diri Zein Al-Abidin Ben Ali langsung melarikan diri ke 
negara lain untuk mencari perlindungan. Menyusul kemudian aksi demonstrasi yang 
berujung pada bentrokan dengan aparat, sejumlah demonstran tewas dan terluka, 
kerusuhan dan bentrokan antara anti-pemerintah dan pro-pemerintah di masing-
masing negara pun terjadi.  
Kesuksesan rakyat Tunisia menumbangkan rezim penguasa mereka, 
mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama mengingat mereka 
memiliki persoalan yang sama yaitu pengangguran, kemiskinan dan kleptokrasi 
penguasa mereka dan akhirnya rakyat Mesir mengulang sukses yang sama dengan 
Tunisia dan berhasil memaksa pengunduran diri Presiden Husni Mubarak. 
Kesuksesan rakyat Tunisia menumbangkan rezim penguasa Ben Ali, tetap 
mengilhami rakyat Mesir, untuk melakukan hal yang sama, mengingat rakyat Mesir 
memiliki persoalan yang sama, yakni kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, 
serta sifat kekuasaan otoriter Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 
tiga puluh tahun lebih. penyebab revolusi di Mesir dikarenakan seorang warga Mesir 
membuat laman web di situs jejaring sosial tentang keadaan negaranya, sejak itu 
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warga tersebut menjadi korban dari kebrutalan rezim Mubarak yang disiksa sejumlah 
polisi berpakaian sipil di suatu warung internet di Kota Alexandria.
33
 
Secara demikian demonstrasi di Mesir terispirasi oleh revolusi yang sukses di 
Tunisia, dimana ribuan orang mulai turun ke jalan untuk memprotes kemiskinan, 
pengangguran yang merajalela, korupsi pemerintah dan pemerintahan otoriter dari 
Presiden Hosni Mubarak, yang telah lama memerintah negara tersebut. Revolusi di 
Mesir merupakan kumpulan kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang 
oleh rezim Hosni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini pararel dengan krisis politik di 
Tunisia, sehingga rakyat Mesir menemukan momentum yang tepat untuk segera 
menggulingkan rezim Mubarak, setelah aksi demonstrasi di Mesir, akhirnya Presiden 




Mengacu pada hukum sebab-akibat, Revolusi di kawasan Timur-Tengah bukan 
tanpa sebab, dikarenakan suatu peristiwa yang dimulai dari suatu alasan untuk 
melakukannya.demikian pula rakyat yang melakukan revolusi memilih alasan untuk 
menumbangkan penguasa mereka yang dinilai korup, otoriter, dan menyebabkan 
termajinalkannya kehidupan rakyat baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Apa 
yang dilakukan oleh rakyat di wilayah merepresentasikan gerakan people power 
sebagai strategi untuk mendorong perubahan sosial politik dan terciptanya demokrasi. 
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Revolusi Melati tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi justru semakin meluas 
dan menghipnotis rakyat di Negara Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya dan Negara-
negara Arab lainnya di Afrika Utara dan Timur Tengah untuk melakukan hal yang 
sama dan bisa jadi masih ada negara-negara lain di kawasan Timur Tengah menyusul 
untuk melakukan hal yang sama kemudian. 
 
B. Kondisi Tunisia 
1. Sebelum Demokratisasi 
Republik Tunisia adalah sebuah negara Arab Muslim di Afrika Utara, 
tepatnya di pesisir Laut Tengah. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah 
barat, dan Libya di selatan dan timur. Di antara negara-negara yang terletak di 
rangkaian Pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan 
terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara, sisanya tanah subur. 
Para pemimpin, analis, media Arab pada awal tahun baru 2011 ini sejatinya 
disibukkan oleh sejumlah isu yang lebih besar serta menyedot perhatian dan 
tenaga yang lumayan besar terutama terkait krisis politik di Libanon yang dapat 




Tidak ada yang menduga, letupan di Tunisia yang dimulai sejak bulan 
Desember tahun lalu akhirnya dapat menumbangkan Zine El Abidine Ben Ali, 
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sang rezim diktator yang juga anti terhadap segala bentuk kehidupan yang 
berbau Islam. Ben Ali yang oleh kebanyakan warga Tunisia biasa dijuluki Ben 
A Vie (dari bahasa Prancis yang berarti seumur hidup), sebagai bentuk ejekan 
karena ingin berkuasa seumur hidup di negeri berpenduduk sekitar 11 juta jiwa 
itu. 
Ben A Vie yang sejak muda mendapat didikan Prancis tersebut menjadi 
Presiden Tunisia kedua sejak negara itu merdeka dari Perancis pada 1956 
setelah mundurnya Presiden pertama Habib Bourguiba karena sakit-sakitan 
akibat penyakit tua renta pada 7 November 1987. Ben A Vie yang diharapkan 
mengadakan perubahan dari rezim diktator pendahulunya ternyata lebih parah, 
termasuk yang terkait dengan kehidupan yang berbau Islam yang menjadi 
agama 99 % rakyat negeri itu. Jenderal Zine El Abidine Ben Ali lahir di 
Hammam-Sousse, 3 September 1936 (74 tahun) adalah Presiden Republik 
Tunisia sejak 7 November 1987 dan presiden yang kedua sejak 
kemerdekaannya dari Perancis pada 20 Maret 1956. Di Tunisia, media massa 
sering menyebutnya Ali Baba. Sebagai militan muda dari Partai Neo-Destour, 
Ben Ali dikirim ke Perancis untuk menjalani latihan militer. Ben Ali lulus dari 
Sekolah Inter-Arms di Saint-Cyr dan Sekolah Artileri di Châlons-en-
Champagne. Kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat. 
Ben Ali ditunjuk mendirikan dan mengatur Departemen Keamanan 
Militer pada 1964 hingga 1974. Ben Ali dipromosikan sebagai Direktur-
 
 
Jenderal Keamanan Nasional dalam Departemen Dalam Negeri pada 1977 
setelah menjabat sebagai atase militer di Maroko. Ben Ali kembali dari 4 tahun 
sebagai Duta Besar untuk Polandia menjadi kepala Keamanan Nasional namun 
kini dengan posisi setingkat Menteri. Ben Ali mengambil posisi ini saat 
berkembangnya gerakan Islam di negerinya. Pada saat itu Ben Ali diangkat 
sebagai Menteri Dalam Negeri dan bertahan pada posisi ini saat Ben Ali 
menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Habib Bourguiba pada 1 Oktober 
1987. Lalu, Ben Ali memecat Presiden Bourguiba dan memangku jabatan 




Tujuh orang doktor menandatangani kertas yang menyatakan Presiden 
Bourguiba tak cakap menjabat. Ia kemudian mempertahankan sikap politik luar 
negeri non-blok pendahulunya dan mendukung ekonomi yang telah 
berkembang sejak awal 1990-an. Proyek pekerjaan umum yang besar, termasuk 
bandara, jalan raya atau perumahan, telah dijalankan. Bagaimanapun, 
pengangguran menyisakan masalah ekonomi yang besar. Ben Ali melanjutkan 
pendekatan otoriter pendahulunya dan memuja kepribadian (aktivitasnya 
mengambil tempat banyak dari berita harian). Meski Ben Ali mengumumkan 
pluralisme politiknya pada 1992, Rapat Umum Konstitusional Demokratiknya 
(dahulu Partai Neo-Destour) melanjutkan dominasi politik nasional. Rezimnya 
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masih tidak mengizinkan aktivitas oposisi dan kebebasan pers menyisakan 
penyamaran. Pada 1999, walaupun dua kandidat alternatif yang tak dikenal 
diizinkan untuk pertama kalinya berada dalam pemilihan presiden, Ben Ali 
diangkat kembali dengan 99,66% suara. Ben Ali kembali dipilih pada 24 
Oktober 2004, secara resmi meraih 94,48% suara, setelah referendum konstitusi 
yang kontroversial pada 2002 yang membuatnya bertahan sebagai presiden 
setidaknya hingga 2014. 
Televisi Zionis Israel menyatakan penyesalan mendalam atas tumbangnya 
kekuasaan pemerintah Zine El Abidine Ben Ali dan menyebut mantan Presiden 
Tunisia yang lari ke Arab Saudi ini sebagai pendukung terbesar politik Israel 
secara diam-diam.Menurut laporan Fars News Ahad pada tanggal 16 Januari, 
mengutip televisi al-Alam, televisi Channel 10 Israel menyatakan bahwa Zine 
El Abidine Ben Ali secara diam-diam adalah pendukung terbesar politik Zionis 
Israel di Timur Tengah sekaligus menyatakan kekhawatiran Israel terkait 
perubahan politik Tunisia di masa mendatang. Menurut televisi Israel, para 
pejabat Israel menilai Ben Ali sebagai satu dari kepala negara-negara Arab 
paling penting yang mendukung politik Israel dan kini mereka 
mengkhawatirkan masa depan negara ini. Sementara sumber-sumber 
pemberitaan Israel mengatakan, larinya Zine El Abidine Ben Ali menyebabkan 
para pejabat Israel sangat khawatir apakah pemerintahan baru Tunisia tidak 
akan mengubah kebijakannya terhadap rezim Zionis Israel dan di masa depan 
 
 
tidak berubah menjadi musuh Israel. Televisi Channel 10 Israel mengingatkan 
bahwa para pejabat Israel telah mengikuti dengan seksama sejak awal konflik 
Tunisia dan perkembangan terakhir negara ini. Sejumlah pertemuan keamanan 
dan politik juga telah dilakukan di Tunisia dengan dihadiri para pejabat Israel 
dan orang-orang Yahudi di negara ini guna mengevaluasi kondisi negara ini. 
Sekaitan dengan masalah ini, surat kabar Yediot Aharonoth dan Haaretz 
dalam sebuah laporannya menyebut tumbangnya pemerintahan Ben Ali telah 
menciptakan kekhawatiran di antara negara-negara Arab Timur Tengah.
37
 
Karena belum pernah terjadi ada negara Arab yang pemerintahannya tumbang 
akibat demonstrasi rakyat. Sekalipun PLO memiliki kantor di Tunisia, namun 
hanya para pemimpin organisasi ini yang diperbolehkan memasuki negara ini. 
Pemerintah Tunisia di masa Zine El Abidine Ben Ali pada 2008 lalu saat Israel 
menyerang Jalur Gaza, melarang warganya untuk melakukan demonstrasi anti 
Israel. Tidak hanya itu, Ben Ali juga melarang upaya mengumpulkan bantuan 
rakyat untuk warga Gaza. Kebanyakan negara-negara Arab saat ini punya 
terlilit masalah yang sama seperti tidak adanya kebebasan, kemiskinan dan 
penggangguran. Masalah ini membuat rakyat di Tunisia melakukan demonstrasi 
memprotes kebijakan pemerintahnya begitu juga yang terjadi di Aljazair yang 
menyebabkan puluhan rakyat tewas dan cidera. Protes ini pada akhirnya 
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melengserkan pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali dan para pengamat politik 
berkeyakinan bahwa tumbangnya pemerintahan Ben Ali merupakan sebuah 
pesan penting bagi penguasa sebagian negara-negara Arab yang berkuasa 
bertahun-tahun secara turun temurun.  
Hari Jumat tanggal 17 Desember 2010, Muhammad Bouazizi berangkat 
dari rumahnya pagi-pagi menuju gerobak tempatnya berjualan. Mohammad 
Bouazizi adalah seorang pedagang sayur dan telah berdagang selama lebih dari 
7 tahun. Bouazizi berdagang sayur di kota Sidi Bouzid yang terletak di sebelah 
selatan Tunisia. Bouazizi berjualan sayur mejadi penopang nafkah hidup bagi 
delapan anggota keluarganya.
38
 Bouazizi dan gerobaknya telah menjadi target 
operasi razia aparat karena dianggap berjualan tanpa izin. Bouazizi sendiri 
harus membayar denda 10 Dinar karena tidak memiliki izin vendor. Bouazizi 
tidak mempunyai pilihan lain, selain terus bekerja sebagai pedagang kaki lima. 
Lantaran itu Bouazizi dan gerobaknya telah menjadi target razia petugas aparat 
setempat selama bertahun-tahun. Sudah menjadi hal yang lazim jika para 
pedagang di Sidi Bouzid harus mengeluarkan uang agar dapat menyuap para 
aparat agar mereka diperbolehkan untuk jualan. Namun saat itu Bouazizi tidak 
memiliki uang untuk menyuap aparat. 
Saat sedang menata dan merapikan barang dagangannya, kurang 
beruntung baginya hari itu ketika Faida Hamdi, seorang oknum Aparat Wanita 
Sidi Bouzid bersama dua rekan mendatanginya dan menyampaikan kalau 
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Bouazizi tidik memiliki izin berjualan sehingga karena itu gerobaknya akan 
disita dan karena itu harus membayar denda. Bouazizi tidak terima begitu saja, 
maka sempat terjadi adu mulut. Aparat tersebut menanggapinya, dia menampar, 
meludahi wajahnya, menyita timbangan, melemparkan gerobak dan menghina 
mendiang ayahnya. Tidak hanya sampai disitu, dengan dibantu oleh dua 
rekannya, mereka memukili Bouazizi.
39
 
Satu hal yang paling menyakitkan bagi Bouazizi adalah penghinaan 
terhadap mendiang ayahnya, karena bagi adat-istiadat orang Arab penghinaan 
terhadap keturunan seseorang merupakan hal yang paling memalukan. Marah 
dengan hal tersebut, Bouazizi pergi ke kantor Gubernur Sidi Bouzid untuk 
mengadu. Namun, Gubernur bahkan menolak untuk melihat dan 
mendengarkannya. Bouazizi mengatakan jika ia tidak bertemu dengan 
Gubernur, maka Bouazizi akan melakukan aksi bakar diri. Sebelum aksinya, 
Bouazizi sempat menulis surat kepada sang Ibu sebagai pesan agar ibunya 
memaafkannya setelah kehilangan harapan dalam segala hal. Semua pintu 
tertutup bagi Bouazizi. Dia menangis terus-menerus tetapi tidak seorang pun 
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Kurang dari satu jam setelah konfrontasi atau sejak terjadinya perkelahian 
itu, sekitar pukul 11.30, Bouazizi kembali ke kantor Gubernur tanpa ditemani 
satupun anggota keluarganya. Bouazizi membawa dua botol bensin kemudian 
menyiram dirinya di depan kantor Gubernur pemerintah daerah. Api menyala-
nyala dari tubuhnya, Bouazizi pun berlari turun keluar di Kantor Gubernur 
menuju halaman. Setelah berlari dengan tidak beraturan, akhirnya Bouazizi 
terjatuh ke tanah.
41
 Setelah aksi tersebut, Bouazizi segera dilarikan ke rumah 
sakit. Namun kemudian dipindahkan ke rumah sakit kota Ben Arous, dekat 
Tunis dan menjalani perwatan Trauma Centre dan Burn. Namuk karena 
kondisinya yang sangat parah, akhirnya hari selasa, tanggal 4 Januari 2011 atau 
17 hari setelah aksi bakar dirinya tersebut, tepat pukul 17.30 waktu setempat 
Bouazizi menghembuskan nafas terakhirnya.
42
 Keesokan harinya Bouazizi 
dimakamkan di pemakan Bennour Garaaat yang bejarak 10 mil dari Sidi 
Bouzid. 
Tanggal 4 Januari 2011, sekitar 5000 orang ikut ambil bagian dalam 
prosesi pemakaman Bouazizi. Mereka di antaranya adalah para pekerja dari 
organisasi serikat pekerja resmi bernama Kamel Laabidi. Tetapi aparat 
berusaha mencegah iring-iringan tersebut melewati tempat Bouazizi membakar 
dirinya agar tidak terjadi kerusuhan.Kemarahan publik di Sidi Bouzid dengan 
cepat tumbuh atas insiden Muhamad Bouazizi yang meninggal akibat aksi 
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bakar diri. Pada tanggal 18 Desember 2010 dilakukan aksi unjuk rasa yang 
menyebabkan kerusuhan di kota Sidi Bouzid, bahkan aparat setempat 
kewalahan mengatasi kerusuhan tersebut. Sejumlah jejaring sosial seperti 
Facebook dan Youtube menampilkan gambar ketika aparat mengahalau pemuda 
yang menyerang jendela toko dan merusak mobil. Dalam upaya untuk 
memadamkan kerusuhan, Presiden Zine Al Abidine Zen al-Abidin Ben Ali 
mengunjungi Bouazizi di rumah sakit pada 28 Desember 2010. 
Pada 19 Desember 2010, para pengunjuk rasa berkumpul di luar markas 
besar pemerintah daerah untuk menunjukkan simpati terhadap upaya perawatan 
Mohamad Bouazizi. Namun aparat menghalangi demonstran dan menggunakan 
gas air mata pada ratusan demonstran muda di Sidi Bouzid. Pers yang meliput 
pun dibatasi gerakannya untuk meliput, bahkan tambahan bantuan aparat 
didatangkan dan berada di setiap jalan-jalan kota Sidi Bouzid. Pada 22 
Desember 2010, Lahseen Naji, salah seorang demonstran yang didera oleh 
kemiskinan dan pengangguran mendaki sebuah tiang listrik dan melakukan aksi 
electrocuting atau potong kabel kemudian seorang bernama Ramzi Al-Abboudi 
juga melakukan aksi bunuh diri karena kesulitan keuangan yang timbul dari 
utang usaha oleh Negara mikro kredit program solidaritas. Pada 24 Desember 
2010, di Bouziane terjadi demonstrasi dan salah seorang demonstran tewas, 
Mohamed Ammari yang terkena tembakan aparat di dadanya sejumlah 
demonstran lainnya juga ikut terluka, termasuk Chawki Belhoussine El Hadri, 
 
 
yang meninggal kemudian pada 30 Desember 2010. Aparat menyatakan mereka 
menembak para demonstran sebagai bentuk upaya membela diri. Dampaknya, 
jam malam diberlakukan oleh pihak aparat. 
Kekerasan kemudian meningkat sebagai terus-menerus, bahkan 
demonstrasi telah mencapai ibukota negara, Tunis. Pada 27 Desember 2010, 
sekitar 1000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid 
mengekspresikan solidaritas menyerukan suatu aksi bersama menentang 
pemerintahan. Demonstrasi yang dimotori aktivis serikat buruh independen, 
akhirnya dihentikan oleh pasukan keamanan. Demonstrasi juga menyebar ke 
Kota  Sousse, Sfax fan Meknasy. Federasi Serikat Buruh Tunisia kembali 
mengadakan rapat umum di Gafsa yang juga doblokir oleh pasukan keamanan. 
Pada saat yang sama sekitar 300 pengacara mengadakan sebuah aksi demo 
dekat pemerintah istana di Tunis. Demonstrasi kembali dilanjutkan lagi 29 
Desember. 
Pada 30 desember 2010, aparat membubarkan demonstrasi damai di 
Monatir dengan menggunakan kekerasan untuk menggangggu demonstrasi 
lebih lanjut di Sbikha dan Chebba. Momentum kembali muncul untuk 
melanjutkan dengan demonstrasi pada tanggal 31 Desember 2010, ketika 
dilakukan demonstrasi dan pertemuan umum oleh pengacara di Tunisia dan 
kota-kota lainnya menyusul seruan oleh Kelompok Pengacara Nasional Tunisia, 
 
 
Mokhtar Trifi selaku presiden Tunisia Liga Hak Asasi Manusia mengatakan 
bahwa pengacara di Tunisia telah secara kejam dianiaya. 
Tanggal 3 Januari 2010, demonstrasi dilakukan dekat kota Thala dengan 
mengusung isu pengangguran dan tingginya biaya hidup, namun akhirnya 
demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Demonstrasi yang diikuti kurang lebih 
250 orang tersebut, diikuti sebagian besar mahasiswa sebagai upaya untuk 
mendukung aksi demonstran di Sidi Bouzid. Sebagai respon, para pengunjuk 
rasa dilaporkan telah membakar ban dan menyarang kantor Konstitusi 
Demokratik Rally. Untuk mencegah demonstrasi massal pihak pemerintah 
Tunisia menyensor situs online yang memuat foto-foto aksi demonstrasi. Pihak 
berwenang Tunisia juga diduga telah melakukan operasi phising untuk 
mengendalikan pengguna website. Tanggal 6 januari 2011, 95 persen dari 8000 
pengacara Tunisia mogok. Menanggapi aksi demonstrasi yang berujung 
kerusuhan aparat mengirim pasukan anti huru-hara untuk membubarkan aksi 
kerusuhan karena massa merusak bangunan, membakar ban, membakar sebuah 
bus dan membakar dua mobil kelas pekerja pinggiran dari Ettadhamen-Mnihla 
di Tunis. Aparat militer juga dikerahkan di banyak kota di seluruh negeri. 
Pada tanggal 12 Januari 2011, seorang reporter dari siaran televisi milik 
negara Italia RAI menyatakan bahwa ia dan juru kameranya dipukuli dengan 
tongkat oleh aparat selama kerusuhan di pusat kabupaten Tunis dan bahwa 
petugas kemudian menyita kamera mereka. Jam malam yang berlaku di Tunisia 
 
 
juga didemonstrasi dan menagkibatkan bentrokan dengan aparat. Pada 14 
januari 2011, Lucas Dolega, seorang watawan foto yang bekerja untuk Eropa 
Pressphoto Agency, terluka di dahinya akibat terkena tabung gas air mata yang 
diduga ditembakkan oleh aparat dalam jarak dekat, ia meninggal dua hari 
kemudian. Pada tanggal 25 Januari pengunjuk rasa terus menentang jam malam 
di Tunis sebagai gaung lanjutan di seluruh wilayah.
43
 
Menanggapi demonstrasi 2010-2011 Tunisia, Presiden Zein al-Abidine 
Ben Ali menyatakan keadaan darurat di negara ini, dia berjanji pada tanggal 14 
Januari 2011 akan mengadakan pemilihan legislatif baru dalam waktu eman 
bulan. Namun, waktu bergerak cepat dan angkatan bersenjata serta sejumlah 
anggota legislatif telah kehilangan kepercayaan pada presiden dan telah 
memutuskan untuk mengambil langkah-langkah mereka sendiri. Pada tanggal 
23 januari, ribuan aparat juga akhirnya bergabung demonstrasi di Tunisia atas 
gaji dan untuk meredakan kemarahan public atas kematian politik yang 
disebabkan selama pemerintahan Zein al-Abidine ben Ali. Bahkan panglima 
militer Tunisia, Rachid Ammar mengumumkan pada tanggal 24 Januari 2011, 
berada di sisi pengunjuk rasa dan akan membela revolusi. Pada tanggal 4 
Februari 2011, di Sidi Bouzid kembali terjadi demonstrasi menuntut 
penangkapan dua personel pasukan keamanan atas kematian dua demonstran. 
                                                          
43
 Kavakeb, Dominic, 2011, The Battle of Tunis, 
(http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=11546), diakses pada 14 Agustus 2013, 
pukul 23.38 WITA.  
 
 
Beberapa ratus orang muncul di kantor aparat setempat sebagai akibat diagnose 
staf medis di rumah sakit setempat mengatakan mereka menemukan tanda-
tanda terbakar pada tubuh korban. 
Pada tanggal 5 Februari, pengunjuk rasa di Kef meyerukan agar kepala 
aparat stempat Khaled Ghazouani harus dipecat karena menyalahgunakan 
kekuasaannya. Pengunjuk rasa melemparkan batu dan bom api kecil serta dua 
mobil dibakar, salah satunya adalah sebuah kendaraan aparat. Aparat pertama 
kali merepon dengan gas air mata dan kemudian menembaki para demonstran 
dimana dua orang tewas seketika dan dua meninggal di rumah sakit, 15 lainnya 
juga terluka. Kepala Prefektur, Mohamed Najib Tlijali menyerukan ketenangan 
dan berjanji akan mengusut hal tersebut. Kekuasaan Presiden akhirnya lepas 
dari genggaman Zein al-Abidin Ben Ali ketika mengundurkan diri dari jabatan 
kepresidenan tanggal 14 Februari 2011 sekitar pukul 16:00 waktu setempat dan 
pernyataannya didelegasikan kepada Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi 
untuk bertindak sebagai kepala negara selama ketidak hadirannya. 
 
2. Pasca Demokratisasi 
Negara yang berpenduduk 10,59 juta jiwa ini dipimpin oleh rezim 
Presiden Zine al-Abidine Ben Ali sejak 1987. Presiden Ben Ali menggantikan 
pemimpin sebelumnya, Habib Bourguiba yang memerintah antara 1957-1987. 
Tingginya biaya hidup, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat serta 
 
 
pemerintahan yang diktator, telah mendorong aksi demonstrasi oleh gerakan 
rakyat untuk menuntut turunnya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali. 
Muhammad Bouzizi sang pemicu munculnya aksi massa merupakan 
lelaki yang tidak tamat sekolah menengah pertama karena tidak mampu 
membayar uang sekolah. Bouzizi kemudianbekerja di peternakan milik 
pamannya. Peternakan tersebut bangkrut karena pemerasan aparat. Bouazizi 
memutuskan pindah ke Sidi Bouzid, Tunisia Tengah, untuk mengadu nasib. Di 
sana Bouzizi beralih profesi menjadi pedagang kaki lima menjual buah dan 
sayur. Bouazizi mendapatkan modal dengan cara berhutang. Ketika gerobaknya 
disita oleh polisi, Bouzizi merasa frustasi. Modalnya telah habis terpakai, 
hutang makin besar. Pada 17 Desember 2010, Bouazizi lalu mendatangi Kantor 
Gubernur dengan maksud menanyakan nasib gerobaknya yang disita. Namun 
Bouazizi justru diusir oleh polisi. Frustasinya pun memuncak dan akhirnya 
mendorong Bouazizi membakar diri di depan kantor Gubernur. 
Informasi aksi bakar diri Bouzizi kemudian menyebar ke seluruh wilayah 
Tunisia dan memicu keberanian rakyat Tunisia untuk mempersoalkan tingginya 
tingkat pengangguran (14%) dan maraknya korupsi yang dilakukan oleh para 
pejabat. Tuntutan adanya demokrasi dan sistem pemerintahan yang otoritarian 
ini merupakan gerakan rakyat yang tidak ditopang oleh partai atau tokoh dari 
ideologi tertentu ini, tergolong berhasil dengan jatuhnya Presiden Ben Ali 
 
 
setelah sekitar 30 tahun berkuasa.
44
 Meski pernyataan Perdana Menteri 
Ganouchi mengambil alih kekuasaan namun kekuasaan itu tidak berlangsung 
lama setelah pada hari itu juga tanggal 15 Februari 2011, Mahkamah Konstitusi 
Tunisia menetapkan bahwa Zein al-Abidin Ben Ali berada dalam kondisi 
sementara tidak menjalankan tugas dan bahwa presiden sebenarnya kosong. 
Pengaturan yang telah Ben Ali buat dengan Perdana Menteri sebelum 
meninggalkan negara itu ditemukan tidak konstitusional berdasarkan Pasal 57 
dari konstitusi. Mahkamah Konstitusi, sebagai otoritas hukum tertinggi pada 
isu-isu konstitusional, mengumumkan transisi pada hari Sabtu, dan menyatakan 
bahwa Fuad Mebazaa selaku Ketua Parlemen telah ditunjuk sebagai presiden 
interim. Mebazaa mengambil sumpah di kantornya di parlemen, dihadapan 
Ketua Senat Abdallal Kallel dan disaksikan oleh perwakilan dari kedua 
lembaga tersebut. Diumumkan pula bahwa ketua parlemen akan menduduki 
jabatan presiden sementara dan pemilihan akan diadakan dalam jangka waktu 
antara 45 dan 60 hari. 
Kesepakatan antara pemerintah interim dan UGTT baru dicapai pada 
tanggal 8 Februari 2011. Rancangan Undang-Undang untuk memberikan Fuad 
Mebazaa kekuasaan darurat disahkan pada tanggal 9 Februari 2011. Rancangan 
Undang-Undang ini juga memungkinkan Mebazaa untuk meratifikasi perjanjian 
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internasional hak asasi manusia tanpa parlemen sebagaimana telah dinyatakan 
sebelumnya bahwa Tunisia akan meratifikasi Konvensi Internasional untuk 
Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dengan Statuta Roma dari 
Mahkamah Pidana Internasional, Protokol Opsional untuk Konvensi 
Menentang Penyikasaan dan Perlakuan atau Perlakuan atau Penghukuman., 
Protokol Pertama dan Kedua Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 
dan Politik. Langkah pertama yang diambil pada Rancangan Undang-Undang 
keadaan darurat yaitu akan memberikan kekuasaan kepada presiden sementara, 




Pada tanggal 15 Februari 2011 Pemerintah Tunisia baru melalui 
kementrian Dalan Negeri Tunisia secara resmi mengakhiri jam malam di 
seluruh penjuru negara Tunisia. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala hal 
yang mungkin dapat mengancam keamanan negara dan dalam memastikan 
keamanan masyarakat serta perlindungan bagi fasilitas umum dan swasta. 
Namun sampai kapan status darurat negara tidak dapat dipastikan.
46
 Pada hari 
Sabtu 22 Januari 2011, pengunjuk rasa memadati pusat Kota Tunis dan 
menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi. 
Terdorong oleh keberhasilan mereka menggulingkan Presiden Zein al- Abidin 
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Ben Ali. Para demonstran turun ke jalan dan berusaha memukul mundur para 
krooni Ben Ali. Tidak seperti demonstrasi sebelumnya, dalam aksi tersebut, 
aparat yang seharusnya mencegah kekerasan yang terjadi akibat unjuk rasa, 
justru bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Mereka berunjuk rasa untuk 
mempertegas bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas pemberantasan aksi 
protes yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Beberapa aparat bahkan 
sempat meblokade sebuah mobil yang membawa Preseiden Sementara Tunisia 
Fouad Mebazaa, tapi aparat kemudian membiarkannya lewat. 
Sementara sebuah aksi demonstrasi yang melibatkan Serikat Buruh 
Utama Tunisia, yang memainkan peranan penting dalam Revolusi Melati itu, 
mereka memulai aksinya dengan bergerak menuju ibukota Tunis diikuti ratusan 
warga sipil. Tidak puas dengan janjinya untuk mundur begitu pemilu digelar, 
ratusan orang itu melewati blokade aparat di Kantor Perdana Menteri 
Ghannouchi dan menggelar aksi protes.Perdana Menteri Ghannouchi yang tetap 
memimpin koalisi bersatu setelah zein al-Abidin Ben Ali kabur ke Arab Saudi 
pada Jumat malam tanggal 21 Januari 2011, berpidato dengan penuh emosi 
yang isinya meminta rakyat bersabar. Dalam pidato tersebut, Ghannouchi 
menggambarkan diri sebagai korban dan berjanji mengkahiri karier politiknya 
begitu dia bisa menggelar pemilu.Dalam pidato di Televisi, Perdana Menteri 
Ghannouchi bersumpah untuk menghormati konstitusi dan memulihkan 
 
 
stabilitas, dan meminta warga untuk memelihara jiwa patriotik. Ghannouchi 
juga berjanji untuk menekan inflasi dan pengangguran. 
Ghannouchi merupakan seorang ekonom terlatih yang telah menjadi 
sekutu dekat dengan Zein al-Abidin Ben Ali selama bertahun-tahun. Perdana 
Menteri sejak 1999, Ghannouchi adalah salah satu warga paling terkenal dari 
pemerintahan Tunisia. Ghannouchi juga menjabat sebagai menteri negara untuk 
kerja sama internasional dan menteri atas investasi asing.  Pada tanggal 27 
Januari 2011 Perdana Menteri Ghannouchi mengumumkan bahwa enam 
mantan anggota partai RCD telah dikeluarkan dari pemerintahan 
sementara.Mereka termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri 
Keuangan dan menteri Dalam Negeri.Langkah ini dilakukan sebagai salah satu 
tuntutan para demonstran di Tunisia. 
Sejak Jumat 25 januari 2011, ribuan warga kembali turun ke jalan 
menentang pemerintah sementara. Para pengunjuk rasa berunjuk rasa menolak 
pemerintahan baru karena dinilai masih banyak diduduki oleh kabinet lama dari 
masa pemerintahan Ben Ali. Ghannouchi telah melakukan sejumlah perubahan 
dan mengganti beberapa anggota kabinet yang kontroversial sejak Ben Ali tidak 
memerintah lagi. Namun bagi kebanyakan demonstran, reformasi yang 
dilancarkan Ghannouchi masih kurang luas dan mendalam. Pemerintah 
 
 
sementara juga dinilai tidak representatif dan tidak menjalankan tugas mereka 
dengan cepat dan transparan.
47
 
Akibat unjuk rasa yang menentang pemerintahan sementara pimpinan 
Perdana Menteri Ghannouchi, akhirnya Ghannouchi secara resmi 
mengundurkan diri dari dunia politik pada hari Minggu 27 Februari 2011. 
Mohammed Ghannouchi mengundurkan diri setelah memimpin pemerintah 
sementara selama enam pekan. Ghannouchi mengumumkan pengunduran 
dirinya setelah gelombang aksi protes kembali terjadi di ibukota, Tunis. Para 
pengamat menilai Ghannouchi sebenarnya cukup berkompeten untuk 
memimpin pemerintahan transisi. Namun rakyat Tunisia punya pandangan lain. 
Ghannouchi dinilai bermasalah karena kedekatannya dengan bekas diktator 
Zaizal Abidin Ben Ali. Gahnnouchi selalu membantah memainkan peranan 
penting dalam rezim Ben Ali. Ghannouchi mengaku ketakutan seperti juga 
warga Tunisia yang lain. Namun pada akhirnya bayang-bayang masa lalu itu 
terlalu panjang. Dengan langkah tersebut, Ghannouchi kini membuka jalan bagi 
perdana menteri baru yang memiliki ruang gerak lebih besar untuk 
mewujudkan harapan penduduk Tunisia. Ghannouchi menuturkan, terdapat 
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petunjuk kuat adanya upaya untuk menggagalkan revolusi. Gahnnouchi 




C. Kondisi Negara-Negara Arab 
1. Sebelum Demokratisasi Tunisia 
Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang gambaran dari Timur 
Tengah pada umumnya yang terlepas dari Revolusi Melati atau sebelum 
revolusi Tunisia itu sendiri. Dengan segala kompleksitasnya, Timur Tengah 
tidak mudah dipahami secara komprehensif oleh para analisis dan pengamat 
luar. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dikalangan para ahli politik 
internasional mengenai definisi tentang Timur Tengah. Juga mengnai bangsa, 
Negara, dan kawasan mana yang dapat dimasukkan dalam kategori Timur 
Tengah.
49
 Sementara itu, di kalangan para ahli politik hubungan internasional 
sekurang-kurangnya terdapat 3 pendapat: 
1. Mereka yang mendefinisikan Timur Tengah sebagai kawasan yang 
mencakup negara-negara Arab non-Afrika ditambah Iran dan Israel.
50
 
Dalam pengertian ini, negara-negara seperti Aljazair dan Maroko tidak 
masuk kedalam Timur Tengah. 
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2. Mereka yang memasukkan seluruh anggota Liga Arab ditambah Iran, 
Israel, dan Turki.
51
 Di sini seluruh negara Arab di kawasan Afrika Utara 
masuk dalam kategori Timur Tengah. 
3. Mereka yang memasukkan negara-negara seperti pada pandangan kedua, 




Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, secara umum istilah Timur 
Tengah dipergunakan untuk merujuk pada suatu kawasan yang membentang 
mulai dari Mesir di ujung barat sampai Iran di ujung timur, dan dari Turki di 
ujung utara sampai dengan Semenanjung Arabia di ujung selatan. Dilihat dari 
aspek pengelompokan sosio-etnisitas, bangsa Arab merupakan yang terbesar 
(45%) di Timur Tengah, yang kemudian diikuti oleh Turki (19%), Parsi (12%), 
Kurdi (8%), Azeri (6%), dan sisanya (10%) lain-lain termasuk bangsa Yahudi.
53
 
Timur Tengah merupakan satu-satunya kawasan di dunia ini yang 
mempertemukan tiga benua sekaligus, yaitu Asia, Afrika dan Eropa. Inilah 
yang menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu kawasan paling strategis di 
dunia. Dari aspek ekonomi, Timur Tengah menjadi amat penting karena 
kandungan energi alam yang ada di kawasan ini. Itulah sebabnya Timur Tengah 
hampir tak pernah berhenti sebagai ajang perebutan kepentingan ekonomi dan 
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politik kekuatan-kekuatan ekstra regional. Masyarakat internasional terlanjur 
mengidentikkan Timur Tengah sebagai kawasan yang rawan konflik. Dalam 
beberapa dekade terkahir ini, pemberitaan masalah Timur Tengah hampir tidak 
pernah dilepaskan dari tiga hal, yaitu: Darah, minyak dan senjata. 
Secara sederhana, ada beberapa faktor mengapa Timur Tengah rawan 
akan konflik. Di antaranya adalah: 
1. Berkaitan dengan karakter budaya yang sulit dilepaskan dari faktor 
lingkungan alam yang sebagian besar merupakan padang pasir yang 
panas dan gersang. Karena hal tersebut, temperamen yang tinggi menjadi 
salah satu ciri bangsa Arab yang menonjol. 
2. Faktor kekayaan alam (minyak) yang melimpah menjadi daya tarik bagi 
kekuatan-kekuatan ekstra regional (luar kawasan) untuk cenderung 
melakukan intervensi dalam setiap persoalan internal yang muncul. 
Dengan kata lain, potensi ekonomi yang dimiliki Timur Tengah, 
menjadikan kawasan ini hampir tidak mungkin untuk bisa lepas dari 
kepentingan politik pihak-pihak luar., terutama negara-negara Barat. Hal 
ini dikarenakan di satu sisi, fakta tentang belum ditemukannya sumber 
energi alternatif bagi proses industri Barat dan ketergantungan sebagian 




Terkait dengan peristiwa Revolusi Melati, kondisi negara-negara Arab 
sebelum peristiwa tersebut kurang lebih hampir sama, yaitu krisis demokrasi. 
Hal ini disebabkan banyaknya pemimpin-pemimpin di Timur Tengah yang 
berkuasa selama puluhan tahun dan memerintah secara otoriter. Dan sebelum 
peristiwa Revolusi Melati terjadi, tidak ada satupun rezim di Negara-negara 
Arab di Timur Tengah yang jatuh diakibatkan oleh demonstrasi rakyat. Hal ini 
lah yang memicu terjadinya Revolusi Melati di Timur Tengah. 
 
2. Pasca Demokratisasi Tunisia. 
Kesuksesan rakyat Tunisia menjatuhkan rezim Ben Ali, mengilhami 
rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama mengingat rakyat Mesir memiliki 
pesoalan yang sama yaitu kemiskinan dan pengangguran serta ketidak adilan 
penguasa mereka dan akhirnya rakyat Mesir melakukan hal yang sama seperti 
yang terjadi di Tunisia, demokratisasi. Melihat Mesir melakukan demokratisasi, 
memicu negara-negara Arab lainnya melakukan hal yang serupa. Demokratisasi 
tidak hanya berhenti sampai di Tunisia saja, tapi justru semakin besar dan 
membuat rakyat di Negara-negara seperti Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya dan 
Negara-negara Arab lainnya di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah untuk 
melakukan hal yang sama.
54
 Negara-negara Arab lainnya yang melakukan 
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demokratisasi di negara mereka masing-masing juga menuntut hal yang kurang 
lebih sama dengan yang terjadi Tunisia. Yaitu masalah perekonomian negara 
yang semakin memburuk serta di satu sisi peguasa mereka hidup dengan 
sejahtera. Dan persoalan pemerintahan di rezim otoriter yang cenderung 
berperilaku politik yang melanggar hak asasi manusia. 
Aksi unjuk rasa yang terjadi di Tunisia juga terjadi di Mesir. Isu yang 
dibawa oleh rakyat Mesir juga merupakan isu yang hamper sama oleh Tunisia 
itu sendiri. Yaitu isu tentang perekonomian dan kepemimpinan Husni Mubarak 
sebagai Presiden Mesir yang memerintah secara otoriter. Awal mula 
demokratisasi Mesir hampir sama dengan pemicu demokratisasi Tunisia, yaitu 
tewasnya seorang warga Mesir bernama Said Khaleed akibat dianiaya oleh 
aparat pemerintah Mesir. Setelah kasus meninggalnya Khaleed, membuat 
seorang rakyat Mesir bernama Weel Gholum, yang bekerja di Dubai sebagai 
Eksekutif Marketing perusahaan Google kembali ke Mesir dan membuat 
sebuah pergerakan bawah tanah untuk melakukan rvolusi melalui media sosial. 
Aksi Gholum dalam berbagai media sosial yang mengajak warga Mesor lainnya 
untuk melakukan demokratisasi mendapat banyak respon dari warga-warga 
Mesir yang lain. Hal ini dikarenakan dalam berbagai media sosial yang 
digunakan oleh Gholum, terdapat berbagai alasan-alasan untuk melakukan 
demokratisasi. Perekonomian dan politik otoriter Hosni Mubarak merupakan 
salah satu contoh alasan tersebut. 
 
 
Dalam proses demokratisasi Mesir, tidak semua berjalan dengan baik. 
Jaringan internet baik itu melalui komputer ataupun dari handphone diputuskan 
sepihak oleh pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir menanggap hal ini sebagai 
sebuah ancaman adanya revolusi. Namun kebijakan pemerintah dalam 
memutuskan jaringan internet justru membuat warga Mesir semakin ingin 
menurunkan pemerintahan Hosni Mubarak yang dinilai telah melanggar 
kebebasan untuk berbicara warganya sendiri. Aksi unjuk rasa semakin 
membesar dengan bantuan Gholum dalam memanfaatkan peran Google nya 
dalam menyambung kembali jaringan internet Mesir sebagai alat untuk 
merangkul dan mengajak warga-warga Mesir yang lain untuk melakukan 
demokratisasi menurunkan Presiden Hosni Mubarak. .
55
 
Setelah demokratisasi Tunisia dan Mesir terjadi, terdapat beberapa 
kelompok yang menyebar luaskan berita baik jalannya Tunisia dan Mesir dari 
hari ke hari sampai wacana tentang mengapa mereka melakukan demokratisasi. 
Hal ini membuat negara-negara Arab lainnya yang kurang lebih bernasib sama 
seperti Tunisia berniat untuk melakukan demokratisasi. Dengan melihat 
kejadian di Tunisia yang berhasil menurunkan penguasa mereka yaitu Presiden 
Ben Ali, serta berita-berita dari media massa yang cenderung membesar-
besarkan masalah demokratisasi Tunisia, membuat masyarakat di negara-
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DEMOKRATISASI TUNISIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
NEGARA-NEGARA ARAB 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Demokratisasi Tunisia 
1. Ekonomi 
Pada awal pemerintahan Ben Ali, Ben Ali cenderung mengambil 
kebijakan ekonomi liberal dengan memperjuangkan performa ekonomi untuk 
memperkuat ekonomi Tunisia dan meningkatkan investasi asing. Sejak Ben Ali 
menjadi presiden, PDB Tunisia per kapita naik lebih dari tiga kali lipat dari $ 
1.201 pada tahun 1986 menjadi $ 3.786 pada tahun 2008. Namun pertumbuhan 
pada tahun melambat sekitar 1,9 % karena menurunnya sektor pariwisata. 
Kondisi yang lebih baik setelah tahun 2003 mencapai pertumbuhan sekitar 5% 
dari PDB. Selama sekitar 20 tahun setelah tahun 1987, pertumbuhan PDB 
tahunan rata-rata hampir 15%. Selama 1980-an dan awal 1990-an Tunisia 
menghadapi masalah ekonomi serius seperti pengangguran kronis, neraca 
pembayaran defisit, dan subsidi Negara yang berat dan kontrol yang tidak 
berimbang terhadap harga-harga. 
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Namun, Tunisia terus menderita pengangguran yang tinggi terutama di 
kalangan kaum muda. Masih banyak kaum pedesaan dan perkotaan yang 
miskin, termasuk usaha kecil yang tidak mampu bersaing menghadapi pasar 
dunia. Tunisia telah menghadapi inflasi 10%, utang luar negeri untuk 46% dari 
PDB dan rasio utang sebesar 21% dari PDB. Menurut Al Jazeera, 
pengangguran di Tunisia telah mencapai lebih dari 13% umumnya namun oleh 
IMF meningkat setinggi 44% untuk lulusan perempuan dan 25% untuk lulusan 
laki-laki di daerah tertentu, termasuk kota Sidi Bouzid, dimana Mohammad 
Bouazizi melakukan tindakan bakar diri yang memicu proses secara luas.
58
 
Kebanyakan pengangguran di Tunisia merupakan para sarjanawan dari 
lembaga-lembaga pendidikan di Tunisia. Namun akibat krisis ekonomi, para 
sarjanawan tersebut tidak mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun. 
Melihat dari kondisi Tunisia selama beberapa tahun terakhir, dapat 
dikatakan bahwa Tunisia memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang 
sangat baik. Namun dalam kenyataannya, banyaknya pengangguran dan 
terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Tunisia menjadi sebuah pertanda kalau 
sistem pemerintahan dan perekonomian Tunisia tidak berjalan sebagaimana 
dengan mestinya. Berdasarkan konsep demokratisasi yang telah penulis 
paparkan sebelumnya, nilai demokrasi yang paling utama adalah tentang rakyat. 
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Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus dilaksanakan 
semata-mata untuk mensejahterakan rakyat. Dalam kasus Tunisia ini, rakyat 
Tunisia mengalami krisis ekonomi dan pengangguran sementara pemimpin 
negara beserta keluarga-keluarga mereka hidup sejahtera. 
Hal tersebut itulah salah satu alasan dan pemicu kenapa rakyat Tunisia 
melakukan upaya aksi unjuk rasa atau demokratisasi semata-mata bertujuan 
untuk memprotes pemerintah tentang nilai-nilai demokrasi yang belum 
kelihatan di Tunisia. Rakyat Tunisia melakukan demokratisasi untuk menuntut 
pemerintah tentang tingginya tingkat pengagguran dan tentang krisis ekonomi 
yang terjadi di Tunisia yang apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan 
dan sumber daya alam Tunisia yang banyak, akan sangat jauh berbeda. 
 
2. Politik Di Tunisia Pada Pemerintahan Ben Ali 
Pada tahun 1991, Presiden Ben Ali melarang Hizbut En Nahda (Partai 
Renaissance), sebuah cabang dari MTI yang mencoba untuk melegalkan status 
partai, dan sangat membatasi tindakan pemimpinnya, Rached Ghannouchi. 
Pada tanggal 12 Juli 1992 salah satu kasus pengadilan paling keras dalam 
sejarah di Tunisia diluncurkan terhadap 280 anggota Hizbut En Nahda. Mereka 
dituduh mengambil bagian dalam plot anti-pemerintah dan 50 orang diancam 
dengan hukuman mati. Kasus ini menarik perhatian negara-negara Barat dan 
kelompok hak asasi manusia internasional, yang kemudian memberikan 
 
 
tekanan agar melepaskan para terdakwa. Namun akhirnya 30 terdakwa dijatuhi 
hukuman penjara seumur hidup.  
Tindakan represif Presiden Ben Ali terhadap pemimpin oposisi serta 
aktivis HAM semakin meningkat pada tahun 1990-an. Tahun 1994 Moncef 
Marzouki yang merupaka Jenderal Liga Hak Asasi Manusia di Tunisia, di 
penjara.Ketika beberapa lembaga pers nasional seperti Le Monde dan 
Liberation menunjukkan upaya membantu mereka namun dilarang. Meskipun 
Presiden Ben Ali kemudian berjanji untuk meningkatkan hak asasi manusia dan 
kebebasan pers yang liberal. Human Rights Watch terus mengecam catatan 
pelanggaran hak asasi manusia di Tunisia, setidaknya saat ini memiliki lebih 
dari 1000 tahanan politik, tercatat sebagai salah satu dari 10 negara di dunia 
yang paling bermusuhan dengan pers bebas. 
Pada 25 Oktober 2009, Ben Ali terpilih kembali sebagai Presiden Tunisia. 
Lembaga Pemantau Uni Afrika yang mematau pemilihan presiden Tunisia 
dimana delegasinya dipimpin oleh Benjamin Bounkoulou yang 
menggambarkan pemilihan umum sebagai bebas dan adil. Namun, seorang juru 
bicara dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa 
Tunisia tidak mengijinkan pemantauan pemilihan umum oleh pengamat 
internasional. Hanya saja Amerika Serikat masih berkomitmen untuk bekerja 
sama dengan pemerintah Tunisia. Terdapat juga laporan penganiayaan dari 
kandidat oposisi. Tunisia dibawah pimpinan Presiden Ben Ali memiliki 
 
 
masalah dengan persoalan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti 
kebebasan pers, salah satunya yang paling banyak mendapat sorotan adalah 
perlakuan terhadap wartawan Taufik Ben Brik yang dilecehkan dan 
dipenjarakan dikarenakan telah mengkritik Presiden Ben Ali. 
Rezim pemerintahan Presiden Ben Ali dianggap otoriter dan tidak 
demokratis oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia independen 
internasional seperti Amnesty International, Freedom House dan Perlindungan 
Internasional. Mereka mengkritik pejabat Tunisia karena tidak menghormati 
standar internasional atas hak-hak politik dan mengganggu pekerjaan dari 
organisasi hak asasi manusia local. The Economics 2010 untuk Indeks 
Demokrasi, Tunisia telah diklasifikasikan sebagai rezom otoriter peringkat 144 
dari 167 negara yang diteliti. Pada tahun 2008, dalam hal kebebasan pers, 
Tunisia menduduki peringkat 143 dari 173 negara. Jaringan berita Al Jazeera 
menyatakan bahwa akses internet di negara sedang dibatasi pada revolusi 2011. 
Rezim pemerintahan Presiden Ben Ali yang mengekang kebebasan berbicara 
adalah salah satu penyebab demonstrasi massal pada desember 2010 sampai 
januari 2011. Ini adalah kerusuhan terburuk Tunisia yang telah terjadi selama 
beberapa tahun terakhir.  
Politik otoriter Presiden Ben Ali oleh rakyat Tunisia, dianggap gagal 
mewakili nilai-nilai demokrasi khususnya dibidang Hak Asasi Manusia. 
Menurut pandangan tokoh demokrasi, konsep hak asasi manusia sangat 
 
 
berhubungan erat dengan konsep demokrasi yang menitik beratkan tentang 
kedaulatan rakyat. Tindakan Presiden Ben Ali yang mengekang kebebasan pes 
serta menghakimi sendiri partai atau elit politik yang mencoba melawan Ben 
Ali dinilai melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Rakyat 
Tunisia yang telah lama hidup dalam baying-bayang kekuasaan Presiden Ben 
Ali kemudian berani keluar dan berani bersuara dengan melakukan aksi 
demokratisasi dengan menuntut Presiden Ben Ali agar turun dari jabatannya 
sebagai presiden.  
 
B. Dampak Demokratisasi Tunisia Terhadap Negara-negara Arab 
Timbulnya pergolakan rakyat di semenanjung Timur Tengah dan Afrika Utara 
terjadi dengan sangat cepat dan hanya butuh satu pemicu kecil untuk membuat 
kawasan Timur Tengah bergejolak dalam peristiwa demokratisasi missal atau yang 
dikenal dengan peristiwa Revolusi Melati. Mengacu kepada hokum sebab-akibat, 
Revolusi Melati yang terjadi terhadap negara-negara Arab di Timur Tengah bukan 
tanpa sebab. Pasalnya suatu peristiwa dimulai pasti dari suatu alasan untuk 
melakukannya. Demikian pula halnya dengan rakyat yang melakukan revolusi atau 
demokratisasi memiliki alasan untuk menumbangkan penguasa mereka. 
Dengan mencermati dan menganalisa gerakan revolusi yang terjadi di Timur 
Tengah ini, penulis memaparkan beberapa hal yang menyebabkan mereka melakukan 
upaya demokratisasi. Adapun halnya iaah sebagai berikut: 
 
 
Pertama, rakyat di kawasan Timur Tengah memiliki kultur budaya yang hampir 
sama, yaitu bangsa Arab dan didominasi oleh kaum Muslim yang secara historis 
memiliki kejayaan di masa lampau. Sehingga meskipun terpisah-pisah dalam 
beberapa Negara, namun bangsa ini merasa senasib dan sepenanggungan. Sebagai 
contoh Demokratisasi Tunisia yang berhasil menumbangkan Presiden Ben Ali, oleh 
rakyat Mesir dianggap dapat juga terjadi di Mesir dan hasilnya, Presiden Mubarak 
dapat berhasil diturunkan. 
Kedua, bangsa Arab sama-sama merasakan betapa buruknya penjajahan 
kolonialisme selama dekade meskipun pewaris selanjutnya adalah kaum generasi 
muda. Namun mereka juga merasakan penderitaan yang diwariskan para pendahulu 
mereka di masa lampau dan menyebabkan keterbelakangan mereka dalam segala hal. 
Hal ini membuat kebanyakan Negara Arab di Timur Tengah kurang memiliki sumber 
daya manusia yang memadai. Tunisia dan Aljazair pernah dijajah oleh Perancis, dan 
Mesir dijajah oleh Inggris. 
Ketiga, pasca kemerdakaan dari kolonialisme bangsa Arab di Timur Tengah 
belum merasakan arti kemerdekaan dalam artian sebenarnya, baik dalam segi 
ekonomi maupun politik termasuk merasakan arti sebuah demokrasi. Hal ini 
disebabkan karena para penguasa yang menjadi pemimpin Negara mereka 




Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang dirasakan sejak zaman 
kolonialisme hingga sekarang masih dialami. Padahal kawasan Timur Tengah 
memiliki sumber daya alam minyak yang sangat besar. Sementara negara-negara 
tetangga mereka di kawasan Eropa telah menikmati kemakmuran di abad ke-20. 
Rata-rata pendapatan per kapita rakyat di kawasan Timur tengah ialah 2 dollar per 
hari. Kekayaan alam memang dikelola oleh Negara, namun dikuasai oleh segelintir 
orang yang dekat dengan penguasa, termasuk aset-aset negara yang berupa 
perusahaan dan badan usaha. Sehingga kekayaan itu hanya menumpuk pada penguasa 
dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Para kaum muda terpelajar lulusan 
perguruan tinggi tidak bisa menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak. Contohnya, Mohammad Bouazizi yang memiki keterampilan komputer, 
namun hanya bisa bekerja sebagai penjual sayur. 
Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB mengatakan bahwa Timur Tengah 
kini memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Menurut ILO, angka ini empat 
kali lebih tinggi untuk pemuda-pemuda di dua daerah. Pengagguran berarti usia rata-
rata pernikahan meningkat. Hal ini dikarenakan setiap biaya pernikahan berkali-kali 
pendapatan keluarga rata-rata per kapita. Pada usia ketika oramg tua menetap 
kedalam pekerjaan dan menikah, jutaan anak muda di dunia Arab, meskipun 
berpendidikan, hidup di rumah, masih mendapat tunjangan hidup dari ibu mereka, 
mmerasa terhina, putus asa atas kegagalan mencari lapangan pekerjaan jelang mereka 
menjadi dewasa. Mereka yang ingin mebdapat pekerjaan harus membayar uang suap 
 
 
untuk mendapatkan berbagai jenis pekerjaan yang diinginkan. Para penguasa pun 
tidak mampu memberikan harapan bagi perubahan kehidupan yang lebih baik agar 
lepas dari kemiskinan. Namun justru berbuat untuk memperbesar kekuasaan politik 
sebagai contoh Tunisia yang hanya memiliki saistem satu partai yang dikuasai oleh 
Ben Ali atau seperti Mesir, yang memberlakukan Undang-Undan Darurat Militer 
sejak Husni Mubarak menjabat Presiden. 
Undang-Undang Darurat Negara dijadikan sebuah alasan untuk memperbesar 
dan mempertahankan kekuasaan karena para penguasa tidak mau mencabut 
pemberlakuan dalam Negara. Padahal kondisi Negara masing-masing sudah cukup 
aman dan stabil. Pasalnya, dengan Undang-Undang Darurat Negara, penguasa dapat 
memerintahkan penangkapan, penahanan tanpa proses peradilan terhadap mereka 
yang dianggap mengecam keamanan nasional. Para penguasa yang anti dengan 
kritikan dapat memenjarakan para tahanan politik tanpa proses peradilan, termasuk 
pelanggaran hak asasi manusia. Pengguanaan kekuatan birokrasi dan militer untuk 
menahan dan menangkap para aktivis pro-demokrasi karena semua itu ditujukan 
untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak heran di Negara-negara tersebut banyak 
tahanan politik dan para aktivis yang mencari suaka politik di Negara-negara lain. 
Sebagai contoh El Baredei, seorang tokoh oposisi dari Mesir yang mecari suaka 
politik dan baru kembali ke Mesir ketika proses demokratisasi berlangsung. 
Kebebasan pers dan menyatakan pendapat rakyat melalui jejaring sosial media 
seperti facebook dan internet tidak diperbolehkan untuk mengahalangi akses 
 
 
informasi. Pemblokiran jaringan internet oleh rezim menjelang demonstrasi ditujukan 
untuk mencegah koneksi antar para demosntran. Namun hal ini justru menjadi salah 
satu alasan untuk menumbangkan rezim karena telah melarang kebebasan informasi 
rakyat di kawasan Timur Tengah. Demikian pula dengan tidak adanya regenerasi 
kempemimpinan yang efektif karena rata-rata pemimpin mereka berkuasa antara 20-
40 tahun lamanya. Bahkan pergantian kepemimpinan pun harus dilakukan dengan 
cara mengkudeta politik yang membawa kekerasan politik dalam rakyat. Akhirnya 
membawa rakyat mereka senantiasa dalam pertikaian politik. Dengan demikian 
rakyat di kawasan Timur Tengah memang belum merasakan demokrasi yang 
sesungguhnya. Dengan melihat beberapa hal tersebut, maka akan sangat wajar 
apabila demokratisasi Tunisia menjadi pemicu terjadinya Revolusi Melati di Timur 
Tengah. Dengan mengalirnya informasi tentang demokratisasi Tunisia, serentak 
ekspresi kemarahan memuncak dan mendapatkan momentumnya, maka para 
penguasa pun menjadi sasaran pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan-
persoalan yang mereka hadapi. Ketidakmampuan para penguasa untuk membawa 
perubahan selama berkuasa menjadi alasan mutlak mengapa merka harus 
menumbangkan para penguasa tersebut. 
Melihat peran dari media dalam Revolusi Melati, penulis menganisis ada dua 
hal penting yang menyebabkan terjadinya Revolusi Melati. Pertama adalah peran 
media baru dalam revolusi Tunisia itu sendiri. Berdasarkan hasil pemaparan di bab 
sebelumnya, demokratisasi Tunisia memang terjadi karena aksi bakar diri 
 
 
Mohammad Bouazizi sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah Tunisia. Namun, 
penulis melihat bahwa peran sosial media lah yang menyebabkan peristiwa bakar diri 
Boauzizi ini menjadi besar dan berimbas kepada demokratisasi Tunisia. Dalam 
beberapa berita yang penulis dapatkan terkait masalah demokratisasi Tunisia ini, 
disebutkan bahwa ada beberapa kelompok, yang memberitakan aksi bakar diri 
Bouazizi secara besar-besaran dan meminta kepada siapapun yang membaca berita 
tersebut untuk merenungkan dan bertindak untuk turun ke lapangan dan menunjukkan 
aksi unjuk rasa untuk menentang pemerintahan Ben Ali yang dianggap gagal 
mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dalam proses unjuk rasa tersebut juga, peran 
media sosial menjadi sebuah alat untuk meliput secara online tentang apa yang 
sedang terjadi di Tunisia dengan harapan agar bukan hanya rakyat Tunisia yang tahu, 
melainkan seluruh dunia tahu tentang apa yang sedang erjadi di Tunisia dan atas 
dasar apa perjuangan mereka tersebut. 
Kedua, media baru juga menjadi alat penting tentang penyebaran demokratisasi 
yang terjadi di Negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah. Setelah demokratisasi 
terjadi di Tunisia, berita dengan cepat tersebar ke Negara-negara Arab lainnya. Alat 
media yang menjadi jalur penyebaran juga sangat bevariasi. Mulai dari media televisi 
sampai media sosial. Dengan membawa prinsip dan nilai-nilai demokrasi, serta 
bentuk penyajian berita yang terkadang dibesar-besarkan, berita tentang 
demokratisasi Tunisia pun tersebar ke berbagai Negara-negara Arab lainnya dan 
memberikan sebuah keberanian bagi rakyat Negara-negara Arab lainnya untuk 
 
 
melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Tunisia. Dengan adanya media 
sosial yang meliput tentang demokratisasi yang terjadi membuat para pengunjuk rasa 
dan pejuang demokrasi di Negara-negara Arab tersebut merasa tidak sendirian dalam 
hal ini dan merasakan bahwa seluruh dunia melihat dan mendukung mereka untuk 
melakukan hal tersebut. Hal ini bisa jadi sebuah kekuatan tambahan untuk 
memberikan motivasi meperjuangkan hak-hak mereka yang telah diambil oleh 
penguasa-penguasa otoriter mereka masing-masing. 
Melihat dari kedua konsep yang penulis pakai yaitu konsep demokratisasi dan 
konsep media baru, penulis mengaitkan kedua konsep tersebut dengan demokratisasi 
Tunisia dan pengaruhnya terhadap system pemerintahan Negara-negara Arab lainnya 
di Timur Tengah. Penulis menganalisa bahwa demokratisasi Tunisia dan Negara-
negara Arab lainnya disebabkan oleh faktor demokrasi dimana rakyat menginginkan 
nilai-nilai demokrasi seperti kesejahteraan dan kebebasan bermasyarakat yang jarang 
terjadi ketika rezim otoriter mereka berkuasa. Sedangkan proses penyebaran bahwa 
mereka sedang memperjuangkan hak-hak demokrasi mereka dengan cara 
demokratisasi merupakan peran dari media sosial yang menjadi salah satu ciri khas 
media baru. Melihat jumlah warga Tunisia yang mencapai 10 juta penduduk, 85% di 
antaranya ialah pengguna jaringan Internet. Melihat jumlah pengguna media internet 
 
 
yang sangat banyak, maka peran media sosial dalam proses penyebaran isu 
demokratisasi Tunisia merupakan hal yang sangat wajar.
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Melihat Tunisia melakukan demokratisai membuat rakyat Mesir yang merasa 
memiliki persamaan nasib yang sama untuk melakukan demokratisasi di Mesir. 
Dengan tersebarnya aksi unjuk rasa oleh rakyat Tunisia di berbagai media sosial, 
membuat rakyat Mesir melakukan hal yang serupa pula. Melihat pemicu dari 
demokratisasi Mesir yang berawal dari terbunuhnya Kalled oleh aparat kepolisian 
Mesir, membuat warga Mesir turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Peran media 
sosial juga merupakan salah satu andil penting dimana rakyat Mesir mengajak warga 
yang lain untuk bergabung dengan mereka dalam artis protes melalui media sosial. 
Seperti halnya yang terjadi di Tunisia, media sosial bukan hanya berperan sebagai 
penyebar informasi untuk memanggil warga-warga yang lain di Mesir maupun 
Tunisia, namun sebagai alat untuk menyebarkan dan memberitahukan seluruh dunia  
bahwa mereka sedang memperjuangkan hak-hak mereka. 
Meski janji-janji perbaikan kehidupan ekonomi dan kondisi politik yang 
dberikan oleh para penguasa ketika diambang kejatuhannya namun itu tidak menjadi 
solusi bagi rakyat mereka yang merasa sudah cukup memberi kesempatan selama 
puluhan tahun bagi para penguasa untuk meperbaikik kehidupan mereka. Sebagai 
contoh Presiden Tunisia Ben Ali dan Presiden Mesir Husni Mubarak yang berjanji 
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untuk tidak lagi maju pada pemilu presiden berikutnya. Namun rakyat mereka 
menolak dan menganggap bahwa hal tersebut hanya upaya yang dilakukan oleh 
mereka untuk meredam revolusi sementara waktu dan apabila revolusi tersebut 
mereda, para penguasa pun akan kembali memainkan kekuasaan politiknya untuk 







































1. Revolusi Melati 
Melihat dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 
bahwa Revolusi Melati yang terjadi pada akhir tahun 2010 hingga tahun 2011 
bermula dari Revolusi Tunisia hingga menyebar ke berbagai Negara-negara 
Arab lainnya. Revolusi Melati sendiri merupakan sebuah peristiwa yang dalam 
dunia internasional, merupakan sebuah peristiwa besar. Hal ini dikarenakan 
peristiwa revolusi yang didasari oleh demokratisasi rakyat merupakan yang 
pertama kali terjadi selama beberapa dekade di Timur Tengah. Belum pernah 
ada satu Negara Arab di Timur Tengah yang pemimpin negaranya dijatuhkan 
oleh demonstrasi rakyat. Oleh karena itu Revolusi Melati ini merupakan sebuah 
sejarah baru untuk dunia Timur Tengah. Revolusi yang kemudian 
menggoncang stabiltas politik dan menjalar begitu cepat di kawasan Timur 
Tengah yang diberi nama Revolusi Melati adalah suatu istilah yang diberikan 
oleh orang-orang Timur Tengah untuk mengidentikkan pergolakan rakyat di 
Negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga Melati yang sedang mekar. 
Bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, 
harum, dan simbol dari ekspresi kesucian dan ketulusan kasih sayang. Negara-
 
 
negara yang bergejolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah tangkai yang 
berada satu di Afika Utara dan kawasan Timur Tengah. Satu per satu kuncup 
itu mulai mengeluarkan baunya yang harum yaitu peristiwa-peristiwa yang 
memicu terjadinya revolusi. 
 
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Demokratisasi Tunisia. 
Revolusi Tunisia sendiri terjadi disebabkan aksi bakar diri seorang 
pemuda bernama Muhammad Bouazizi yang tidak tahan melihat pemerintah 
Tunisia. Aksi bakar diri tersebut kemudian berkembang menjadi aksi 
demosntrasi rakyat yang besar-besaran untuk melawan pemerintah otoriter 
Presiden Ben Ali. Dengan mengatas namakan demokrasi,rakuat Tunisia 
melakukan unjuk rasa untuk menuntut demokrasi yang tidak mereka alami 
selama pemerintahan otoriter Ben Ali berkuasa. Penulis mencatat ada dua 
faktor utama yang menyebabkan terjadinya demokratisasi Tunisia. Pertama, 
adalah faktor ekonomi. Melihat dari kondisi Tunisia selama beberapa tahun 
terakhir, dapat dikatakan bahwa Tunisia memiliki potensi sumber daya alam 
dan manusia yang sangat baik. Namun dalam kenyataannya, banyaknya 
pengangguran dan terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Tunisia menjadi 
sebuah pertanda kalau system pemerintahan dan perekonomian Tunisia tidak 
berjalan sebagaimana dengan mestinya. Berdasarkan konsep demokratisasi 
yang telah penulis paparkan sebelumnya, nilai demokrasi yang paling utama 
 
 
adalah tentang rakyat. Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
harus dilaksanakan semata-mata untuk mensejahterakan rakyat. Dalam kasus 
Tunisia ini, rakyat Tunisia melakukan upaya aksi unjuk rasa atau demokratisasi 
semata-mata bertujuan untuk memprotes pemerintah tentang nilai-nilai 
demokrasi yang belum kelihatan di Tunisia. Rakyat Tunisia melakukan 
demokratisasi untuk menuntut pemerintah tentang tingginya tingkat 
pengagguran dan tentang krisis ekonomi yang terjadi di Tunisia yang apabila 
dibandingkan dengan tingkat pendidikan dan sumber daya alam Tunisia yang 
banyak, akan sangat jauh berbeda. 
Kedua, ialah faktor pelanggaran demokrasi pemerintahan Ben Ali. Rezim 
pemerintahan Presiden Ben Ali dianggap otoriter dan tidak demokratis oleh 
kelompok-kelompok hak asasi manusia independen internasional seperti 
Amnesty International, Freedom House dan Perlindungan Internasional. 
Mereka mengkritik pejabat Tunisia karena tidak menghormati standar 
internasional atas hak-hak politik dan mengganggu pekerjaan dari organisasi 
hak asasi manusia local. The Economics 2010 untuk Indeks Demokrasi, Tunisia 
telah diklasifikasikan sebagai rezom otoriter peringkat 144 dari 167 negara 
yang diteliti. Pada tahun 2008, dalam hal kebebasan pers, Tunisia menduduki 
peringkat 143 dari 173 negara. Jaringan berita Al Jazeera menyatakan bahwa 
akses internet di negara sedang dibatasi pada revolusi 2011. Rezim 
pemerintahan Presiden Ben Ali yang mengekang kebebasan berbicara adalah 
 
 
salah satu penyebab demonstrasi massal pada desember 2010 sampai januari 
2011. Ini adalah kerusuhan terburuk Tunisia yang telah terjadi selama beberapa 
tahun terakhir.  
Politik otoriter Presiden Ben Ali oleh rakyat Tunisia, dianggap gagal 
mewakili nilai-nilai demokrasi khususnya dibidang Hak Asasi Manusia. 
Menurut pandangan tokoh demokrasi, konsep hak asasi manusia sangat 
berhubungan erat dengan konsep demokrasi yang menitik beratkan tentang 
kedaulatan rakyat. Tindakan Presiden Ben Ali yang mengekang kebebasan pes 
serta menghakimi sendiri partai atau elit politik yang mencoba melawan Ben 
Ali dinilai melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Rakyat 
Tunisia yang telah lama hidup dalam baying-bayang kekuasaan Presiden Ben 
Ali kemudian berani keluar dan berani bersuara dengan melakukan aksi 
demokratisasi dengan menuntut Presiden Ben Ali agar turun dari jabatannya 
sebagai presiden.  
 
3. Pengaruh Demokratisasi Tunisia Terhadap Negara-Negara Arab 
Revolusi Melati tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi justru 
semakin meluas dan menghipnotis rakyat di Negara Aljazair, Bahrain, Yaman, 
Libya dan Negara-negara Arab lainnya di Afrika Utara dan Timur Tengah 
untuk melakukan hal yang sama dan bisa jadi masih ada negara-negara lain di 
kawasan Timur Tengah menyusul untuk melakukan hal yang sama kemudian. 
 
 
Dengan mencermati dan menganalisa gerakan revolusi yang terjadi di Timur 
Tengah ini, penulis memaparkan beberapa hal yang menyebabkan mereka 
melakukan upaya demokratisasi. Adapun halnya iaah sebagai berikut: 
Pertama, rakyat di kawasan Timur Tengah memiliki kultur budaya yang 
hampir sama, yaitu bangsa Arab dan didominasi oleh kaum Muslim yang secara 
historis memiliki kejayaan di masa lampau. Sehingga meskipun terpisah-pisah 
dalam beberapa Negara, namun bangsa ini merasa senasib dan 
sepenanggungan. Sebagai contoh Demokratisasi Tunisia yang berhasil 
menumbangkan Presiden Ben Ali, oleh rakyat Mesir dianggap dapat juga 
terjadi di Mesir dan hasilnya, Presiden Mubarak dapat berhasil diturunkan. 
Kedua, bangsa Arab sama-sama merasakan betapa buruknya penjajahan 
kolonialisme selama dekade meskipun pewaris selanjutnya adalah kaum 
generasi muda. Namun mereka juga merasakan penderitaan yang diwariskan 
para pendahulu mereka di masa lampau dan menyebabkan keterbelakangan 
mereka dalam segala hal. Tunisia dan Aljazair pernah dijajah oleh Perancis, dan 
Mesir dijajah oleh Inggris. 
Ketiga, pasca kemerdakaan dari kolonialisme bangsa Arab di Timur 
Tengah belum merasakan arti kemerdekaan dalam artian sebenarnya, baik 
dalam segi ekonomi maupun politik termasuk merasakan arti sebuah 
demokrasi. Justru para penguasa menjadi dictator dan otoritarian. 
 
 
Kebebasan pers dan menyatakan pendapat rakyat melalui jejaring sosial 
media seperti facebook dan internet tidak diperbolehkan untuk mengahalangi 
akses informasi. Pemblokiran jaringan internet oleh rezim menjelang 
demonstrasi ditujukan untuk mencegah koneksi antar para demosntran. Namun 
hal ini justru menjadi salah satu alasan untuk menumbangkan rezim karena 
telah melarang kebebasan informasi rakyat di kawasan Timur Tengah. 
Demikian pula dengan tidak adanya regenerasi kempemimpinan yang efektif 
karena rata-rata pemimpin mereka berkuasa antara 20-40 tahun lamanya. 
Bahkan pergantian kepemimpinan pun harus dilakukan dengan cara 
mengkudeta politik yang membawa kekerasan politik dalam rakyat. Akhirnya 
membawa rakyat mereka senantiasa dalam pertikaian politik. Dengan demikian 
rakyat di kawasan Timur Tengah memang belum merasakan demokrasi yang 
sesungguhnya. 
Dengan melihat beberapa hal tersebut, maka akan sangat wajar apabila 
demokratisasi Tunisia menjadi pemicu terjadinya Revolusi Melati di Timur 
Tengah. Dengan mengalirnya informasi tentang demokratisasi Tunisia, serentak 
ekspresi kemarahan memuncak dan mendapatkan momentumnya, maka para 
penguasa pun menjadi sasaran pihak yang harus bertanggung jawab atas 
persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ketidakmampuan para penguasa 
untuk membawa perubahan selama berkuasa menjadi alasan mutlak mengapa 
merka harus menumbangkan para penguasa tersebut. Media baru juga menjadi 
 
 
alat penting tentang penyebaran demokratisasi yang terjadi di Negara-negara 
Arab lainnya di Timur Tengah. Setelah demokratisasi terjadi di Tunisia, berita 
dengan cepat tersebar ke Negara-negara Arab lainnya. Alat media yang menjadi 
jalur penyebaran juga sangat bevariasi. Mulai dari media televisi sampai media 
sosial. Dengan membawa prinsip dan nilai-nilai demokrasi, serta bentuk 
penyajian berita yang terkadang dibesar-besarkan, berita tentang demokratisasi 
Tunisia pun tersebar ke berbagai Negara-negara Arab lainnya dan memberikan 
sebuah keberanian bagi rakyat Negara-negara Arab lainnya untuk melakukan 
hal yang sama seperti yang terjadi di Tunisia. Dengan adanya media sosial yang 
meliput tentang demokratisasi yang terjadi membuat para pengunjuk rasa dan 
pejuang demokrasi di Negara-negara Arab tersebut merasa tidak sendirian 
dalam hal ini dan merasakan bahwa seluruh dunia melihat dan mendukung 
mereka untuk melakukan hal tersebut. Hal ini bisa jadi sebuah kekuatan 
tambahan untuk memberikan motivasi meperjuangkan hak-hak mereka yang 










Menanggapi persoalan yang terjadi di Tunisia maupun Negara-negara Arab 
lainnya. Penulis memberikan saran kepada seluruh Negara-negara baik di Timur 
Tengah ataupun di kawasan lain untuk memperhatikan nilai-nilai demokrasi di suatu 
Negara tersebut. Kasus yang terjadi di Tunisia maupun Negara-negara Arab lainnya 
bisa terjadi diakibatkan tidak terwujudnya nilai-nilai demokrasi pada Negara mereka 
masing-masing. Negara harus bisa menjamin kesejahteraan rakyat mereka dan juga 
harus bisa mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Setiap pemimpin Negara sebaiknya 
melihat ulang kebelakang tentang kesejahteraan rakyat dan mulai memperhatikan 
apakah rakyat mereka sudah mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran.  
Melihat dari demokratisasi Tunisia, pemerintah yang menjabat pasca 
demokratisasi setelah turunnya Ben Ali, harus mulai mencari cara agar sistim 
pemerintahan mereka sejalan dengan pemikiran rakyat. Segala sesuatu mengenai 
bekas peninggalan Ben Ali baik dibidang politik dan pemerintahan serta kebijakan-
kebijakanya yang dianggap tidak baik, harus segera dihapuskan dan dikaji ulang. 
Tunisia sebaiknya mencari pemimpin negara yang berasal dan pro dengan rakyat 
ketika proses demokratisasi Tunisia terjadi. Hal ini bertujuan untuk meredamkan 
perasaan emosional warga yang masih sedikit panas pasca demokratisasi. Hal yang 
paling penting sekarang buat Tunisia adalah menata kembali sistem pemerintahan 
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